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ABSTRAK 
 
DALLE AMBOTANG (B111 10 190), “Analisis Yuridis Tindak Pidana 
Pornografi dalam Media Elektronik” (studi kasus Putusan No. 
01/Pid.B/2015/PN.Mks), dibimbing oleh Bapak M. Syukri Akub selaku 
pembimbing I dan Ibu Nur Azisa selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materil tindak pidana pornografi dalam media elektronik serta 
pertimbangan hukum hakim tentang alasan-alasan pemberat dan 
peringanan pidana dalam menjatuhkan putusan perkara No. 
01/Pid.B/2015/PN.Mks. 
Penelitian ini dilakukan di kota Makassar dengan memfokuskan 
penelitian di instansi yang berhubungan dengan masalah dalam skripsi ini 
yaitu Pengadilan Negeri Makassar dengan mempelajari data-data yang 
diperoleh dari hasil wawancara dan dari kajian kepustakaan yaitu putusan 
Nomor 01/Pid.B/2015/PN.Mks., buku-buku, dokumen, serta peraturan 
perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang dibahas. 
Berdasarkan hasil analisis fakta dan data yang ada, maka Penulis 
mengambil kesimpulan antara lain: 1) penerapan hukum pidana materil 
tindak pidana pornografi dalam putusan perkara Nomor 
01/Pid.B/2015/PN.Mks. sudah tepat. 2) Majelis hakim dalam perkara ini 
telah mempertimbangkan aspek yuridis maupun aspek sosiologis dalam 
pertimbangannya. Kemudian Hakim menjatuhkan pidana terhadap 
terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda 
sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila denda 
tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 
(dua) bulan. Pidana penjara yang dijatuhkan hakim adalah seperdua dari 
ancaman maksimum pidana dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE jo Pasal 45 
ayat (1) UU ITE yakni pidana penjara paling lama 6 tahun. Penulis 
berpendapat bahwa hukuman yang diberikan hakim kepada terdakwa 
tergolong ringan. Mengingat kerugian terhadap korban sangat besar. 
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ABSTRACT 
 
DALLE AMBOTANG (B111 10 190), "Analysis of Juridical 
Pornography Crime in Electronic Media" (a case study Decision No. 
01 / Pid.B / 2015 / PN.Mks), led by Mr. M. Syukri Akub as a mentor I 
and Mrs. Nur Azisa as a mentor II. 
This study aims to determine the application of the criminal law the 
crime of pornographic material in electronic media and legal 
considerations the judge about the reasons ballast and mitigation criminal 
verdict in the case No. 01 / Pid.B / 2015 / PN.Mks. 
This research was conducted in the city of Makassar with a focus on 
research at institutions dealing with the problem in this thesis, namely the 
Makassar District Court to assess the data obtained from interviews and 
from the study of literature that decision No. 01 / Pid.B / 2015 / PN.Mks ,, 
books, documents, and legislation related to the issues discussed. 
Based on the analysis of existing facts and data, the author came to 
the conclusion, among others: 1) the application of criminal law 
pornographic material a criminal offense in the decision on case No. 01 / 
Pid.B / 2015 / PN.Mks. own right. 2) The judges in this case have to 
consider aspects of juridical and sociological aspects into consideration. 
Then the judge convict the accused to imprisonment for 3 (three) years 
and a fine of Rp 100,000,000, - (one hundred million rupiah) and if the fine 
is not paid then replaced by imprisonment for 2 (two) months. 
Imprisonment imposed judge is half of the maximum threat of punishment 
under Article 27 paragraph (1) of the EIT in conjunction with Article 45 
paragraph (1) UU ITE namely imprisonment of 6 years. The author argues 
that the sentence given by the judge to the defendant classified as mild. 
Given the huge losses to the victims. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perubahan merupakan salah satu hal yang tidak dapat dihindarkan 
sebagai konsekuensi dari adanya perkembangan zaman. Sadar atau 
tidak, pergeseran zaman telah banyak mengubah aspek kehidupan. Baik 
secara perlahan, maupun yang terjadi begitu cepat. Sebagai pemeran 
utama dalam kehidupan ini, manusia ialah subjek yang paling rentan 
mengalami perubahan tersebut. Dimana, perubahan ini akan berpengaruh 
kepada masyarakat sebagai bentuk jamak orang-perorangan. 
Perkembangan yang terjadi memberikan kemajuan masyarakat 
dalam berbagai bidang. Baik dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, 
maupun teknologi. Seiring dengan perkembangan tersebut, interaksi antar 
masyarakat semakin kian terjadi, terlebih lagi pada dasarnya manusia 
adalah mahluk sosial. Dimana, interaksi yang terjadi berpotensi 
menimbulkan banyak permasalahan yang jika tidak diatur sedemikian 
rupa dapat menimbulkan masalah. Tidak terkecuali, terjadinya tindak 
pidana.  
Tindak pidana menjadi perhatian penting dalam kaitannya dengan 
perkembangan di masyarakat sehubungan dengan kemajuan teknologi 
dalam bidang Informasi. Perkembangan teknologi informasi abad ke 21 
telah menandai suatu kemajuan baru yang tidak kalah penting dari 
penemuan molekul untuk pembuatan nuklir di masa Einstein. Banyak hal 
2 
penting di abad 21 yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi 
Informasi dapat dijadikan sebagai tolok ukur kemajuan umat manusia. 
Namun demikian, keberhasilan dan sisi positif penggunaan teknologi 
Informasi bagi kemajuan peradaban umat manusia, di sisi lain juga 
menimbulkan akses penyalahgunaannya untuk tujuan memperoleh 
keuntungan material secara tidak sah dan melawan hukum sehingga 
merugikan kepentingan individu, kelompok, dan Negara yang diidentifikasi 
sebagai tindak pidana.1 
Salah satu hal yang paling mengkhawatirkan terkait dengan hal di 
atas adalah terjadinya perkembangan modus operandi dari tindak pidana.2 
Perkembangan modus operandi suatu tindak pidana menjadi sisi gelap 
dari kemajuan teknologi informasi yang mempunyai dampak negatif 
sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Tindak pidana 
sebelumnya dilakukan dengan cara-cara konvensional, kini dilakukan 
dengan cara yang lebih modern yakni dengan memanfaatkan kemajuan 
teknologi informasi. Berbagai tindak kejahatan dapat dilakukan seperti 
proses prostitusi, perjudian di dunia maya (internet), pembobolan 
Automated Teller Machine (ATM), pencurian data-data perusahaan lewat 
internet dan penipuan melalui media elektronik.3  
                                                          
1 Naskah Akademik Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 
Transaksi elektronik. 
2 Maskun, 2011, Pengantar Cybercrime, Pustaka Pena Press: Makassar, hlm., 49. 
3  O.C. Kaligis, 2010, Koin Peduli Prita; Indonesia Against Injustice, Indonesia Against 
Injustice: Jakarta., hlm., 1-3. 
3 
Oleh karena itu, kehadiran hukum dengan fungsinya sebagai “a tool 
of social control” sangat diperlukan, yakni fungsi hukum sebagai alat 
pengendali sosial”4. Dimana menurut Ronny Hantijo Soemitro5: 
“Kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial 
atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang 
menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, 
tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi. 
 
Berhubungan dengan permasalahan di atas, pada akhirnya 
kebijakan atau politik hukum pidana mempuyai peranan penting. Menurut 
Sudarto6: 
“Politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk 
mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik dalam arti 
memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dimana, dalam 
melaksanakan “politik hukum pidana” berarti usaha mewujudkan 
peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan 
keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang 
akan datang.” 
 
Merespon perkembangan modus operandi suatu tindak pidana 
yang dilakukan melalui media elektronik. Lembaga legislatif dengan 
instrument “politik hukum pidana” sejak tahun 2008 telah manghasilkan 
suatu produk hukum yang khusus mengatur tindak pidana yang 
berhubungan dengan Informasi dan transaksi elektronik yaitu Undang-
undang  Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) agar pemanfaatan teknologi lebih 
                                                          
4 Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filsofis dan Sosiologis), PT 
Toko Gunung Agung: Jakarta, hlm.,87. 
5 Ibid.,  
6  Barda Nawawi Arief, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: 
(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Prenada Media Group: Jakarta., hlm., 
26. 
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teratur dan tidak digunakan semena-mena oleh masyarakat. Menurut O.C 
Kaligis7:  
“Hukum sebagai alat pembaharuan sosial (a tool of social 
engineering) harus dapat digunakan untuk memberi jalan terhadap 
perkembangan yang terjadi di masyarakat, terutama terhadap 
perkembangan-perkembangan di bidang teknologi. Untuk itu 
pengaturan ahli teknologi sebagai tolak ukur kemajuan negara 
miskin dan berkembang harus dapat diatur dalam hukum 
tersendiri”. 
 
UU ITE mengatur berbagai macam tindak pidana yang dilakukan 
dengan modus yang lebih modern, yakni dengan pengunaan media 
elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Salah satunya 
adalah tindak pidana pornografi melalui media elektronik. Tindak pidana 
pornografi sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1960 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut 
KUHPidana) dan lebih khusus lagi diatur dalam Undang-undang Nomor 
44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi). 
Namun, karena perubahan modus dengan penggunaan media elektronik 
sebagai sarana penyebarannya, sehingga dibentuklah UU ITE itu sendiri. 
Rumusan tindak pidana pornografi dalam UU ITE diatur dalam BAB 
VII mengenai Perbuatan Yang Dilarang, Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: 
Pasal 27 
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki 
muatan yang melanggar kesusilaan.  
 
Pasal 27 ayat (1) UU ITE diatas, memberikan perlindungan 
terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan 
                                                          
7 O.C.Kaligis., Op.Cit., hlm., 3. 
5 
pornografi. Tindak pidana pornogarfi merupakan tindak pidana cukup 
sering terjadi. Penyebarannya yang melalui media eletronik menjadi 
modus panyebaran saat ini. Hal ini membuat kerugiaan yang lebih besar 
terhadap korban karena penyebarannya yang sangat mudah dan cepat 
untuk diakses oleh umum. Seperti halnya yang terjadi dalam kasus tindak 
pidana pornografi dalam media elektronik yang dimuat dalam putusan 
Nomor 01/ Pid. B/ 2015/ PN. Makassar. Pelaku yang bernama Aras Alias 
Andrew Alias Tipe X dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat 
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 
memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Pelaku dalam dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum didakwa telah mengunggah sebuah foto milik 
korban yang tidak lain adalah mantan pacarnya sendiri. Dimana foto 
tersebut dianggap memuat unsur-unsur yang melanggar kesusilaan. 
Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis termotivasi untuk 
mengkaji dan menganalisis lebih dalam penerapan hukum tentang tindak 
pidana pornografi melalui media elektronik dengan mengangkat judul 
“Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik (Studi 
Kasus: Putusan No.01/Pid.B/2015/PN.Mks).” 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah 
dalam tulisan ini, yaitu: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil tindak pidana 
pornografi dalam putusan No. 01/Pid.B/2015/PN.Mks? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim tentang alasan-
alasan pemberat dan peringanan pidana dalam putusan No. 
01/Pid.B/2015/PN.Mks? 
 
C. Tujuan Penulisan 
Adapun tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam tulisan ini, 
yaitu: 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil tindak 
pidana pornografi dalam media elektronik putusan No. 
01/Pid.B/2015/PN.Mks 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim tentang alasan-
alasan pemberat dan peringanan pidana dalam putusan No. 
01/Pid.B/2015/PN.Mks 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 
pengembangan ilmu hukum, terutama untuk memahami tentang tindak 
pidana pornografi dalam media elektronik. Selain itu, juga sebagai wahana 
informasi baik bagi aparat penegak hukum maupun kepada masyarakat 
7 
untuk memahami tentang tindak pidana pornografi dalam media 
elektronik. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaar feit, di 
dalam KUHPidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya 
yang dimaksud dengan starfbaar feit itu sendiri. Strafbaar feit merupakan 
istilah Belanda, yang berasal dari kata strafbaar, artinya dapat dihukum.8  
Sudarto9 mengatakan : Strafbaar feit dalam istilah tindak pidana di 
dalam perundang-undangan negara kita dapat dijumpai istilah-istilah lain 
yang dimaksud juga sebagai istilah tindak pidana, yaitu: 
a. Peristiwa pidana (UUDS 1950 Pasal 14 ayat (1)). 
b. Perbuatan pidana (UU Darurat No. 1 tahun 1951, UU mengenai 
: tindak sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, 
kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil, Pasal 5 ayat 
3b). 
c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (UU Darurat No. 2 
Tahun 1951 tentang : Perubahan Ordonantie tijdelijke by 
zondere strafbepalingen S. 1948 – 17 dan UU RI (dahulu) No. 8 
tahun 1948 Pasal 3. 
d. Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan 
yang dapat dikenakan hukuman (UU Darurat NO. 1951, tentang 
Penyelesaian perselisihan perburuhan, Pasal 19, 21, 22). 
e. Tindak pidana (UU Darurat No. 7 tahun 1953 tentang Pemilihan 
Umum, Pasal 129). 
f. Tindak pidana (UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang 
Pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi, 
Pasal 1 dan sebagainya). 
g. Tindak pidana (Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1964 tentang 
kewajiban kerja bakti dalam rangka permasyarakatan bagi 
                                                          
8  P.A.F., Lamintang 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru: 
Bandung, hlm. 72. 
9 Sudarto, 1990, Hukum Pidana Jilid IA-IB, Fakultas Hukum UNDIP: Semarang, Hal 
23. 
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terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan 
kejahatan, Pasal 1). 
 
Dari berbagai peraturan perundang-undangan di atas, dapat dilihat 
bahwa pembuat undang-undang pada saat itu masih memakai istilah 
tindak pidana yang berbeda-beda dalam setiap undang-undang. Dari 
berbagai perbedaan pendapat para sarjana mengenai istilah tindak pidana 
tersebut, bukan merupakan hal yang prinsip karena yang terpenting 
menurut Sudarto adalah pengertian atau maksud dari tindak pidana itu 
sendiri, bukan dari istilahnya.10 
Terdapat perbedaan dalam mendefinisikan kata tindak pidana, ini 
dikarenakan masing-masing sarjana memberikan definisi atau pengertian 
tentang tindak pidana itu berdasarkan penggunaan sudut pandang yang 
berbeda-beda. Pompe 11  mengatakan, tindak pidana sebagai “suatu 
tingkah laku yang dalam ketentuan undang-undang dirumuskan sebagai 
sesuatu yang dapat dipidana”. 
Pompe 12  juga membedakan mengenai pengertian tindak pidana 
(strafbaar feit) menjadi dua, yaitu :  
1. Definisi teori memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah 
suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena 
kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk 
mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan 
kesejahteraan umum;  
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian 
“strafbaar feit” adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan 
undang-undang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang 
dapat dihukum. 
                                                          
10 Ibit, hlm. 12. 
11 Ibit, hlm. 3. 
12  Bambang Poernomo, 1985, Asas-asas Hukum Pidana, cetakan kelima, Ghalia 
Indonesia: Jakarta, hlm. 91. 
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Pengertian tindak pidana juga diberikan oleh Ridwan Halim13 yaitu 
Suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan 
hukuman oleh Undang-Undang. 
Mengenai unsur-unsur tindak pidana, PAF Lamintang 14 
mengatakan bahwa setiap tindak pidana dalam KUHPidana pada 
umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu 
unsur-unsur subjektif dan objektif. Yang dimaksud unsur-unsur subjektif 
adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang 
berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu 
segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang 
dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya 
dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan mana tindakan dari si 
pelaku itu harus dilakukan. 
Moeljatno 15  menggunakan Istilah Perbuatan Pidana, yang 
didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 
hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 
barang siapa melanggar larangan tersebut. Dari pengertian tindak pidana 
yang diberikan oleh Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah: 
a. Perbuatan (manusia); 
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). 
                                                          
       13   A. Ridwan Halim, 1987. Hubungan antara Hukum Karma dan Kehidupan 
Keagamaan, suatu analisa dan logika sosial. Puncak Karma, Jakarta, hlm. 33 
14 P.A.F., Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cet. III, Cintra 
Aditya Bakti: Bandung, hlm. 123. 
15 Moeljatno, 1982, Azas-azas Hukum Pidana, PT. Bina Aksara: Jakarta, hlm. 50. 
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Vos 16  merumuskan “peristiwa pidana adalah suatu perbuatan 
manusia yang oleh Undang-undang diancam dengan hukuman”. Menurut 
bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana 
adalah : 
a. Kelakuan manusia; 
b. Diancam dengan pidana; 
c. Dalam peraturan Undang-undang; 
Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan yang dibuat 
oleh Vos  maupun Moeljatno, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak 
pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam 
undang-undang dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari 
unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak 
menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata 
mengenai perbuatannya. 
Sementara itu Leden Marpaung17, juga menyatakan bahwa unsur-
unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif dengan 
uraian sebagai berikut : 
a. unsur subjektif 
Adalah unsur yang berasal dalam diri pelaku. Asas hukum 
pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” (an 
act does not make a person guilty unless the mind is guility or 
actus non facit reum nisi mens si rea). Kesalahan yang 
dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh 
kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan (schuld). 
 
 
                                                          
16  Adami Chazawi, 2008, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT. Raja Grafindo 
Persada: Jakarta, hlm.72. 
17 Leden Marpaung, 2005, Asas-teori-Parktik Hukum Pidana, Sinar Grafika: Jakarta, 
hlm. 9. 
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b. unsur objektif 
Merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas : 
1) Pebuatan manusia berupa: 
a) act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif 
b) omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, 
yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan. 
2) Akibat (result) perbuatan manusia 
akibat tersebut membahayakan bahkan menghilangkan 
kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, 
misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, 
kehormatan dan sebagainya. 
3) Keadaan-keadaan (circumstances) 
Pada umunya, keadaan ini dibedakan antara lain: 
a) keadaan pada saat perbuatan dilakukan 
b) keadaan setelah perbuatan dilakukan 
c) sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum 
 
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang 
membebaskan si pelaku dari hukuman . Adapun sifat melawan hukum 
adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni 
berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur delik di atas 
merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, maka bisa 
menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan. 
 
2. Jenis-jenis Tindak Pidana 
Tindak pidana dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, 
yaitu sebagai berikut18 : 
a. Menurut sistem KUHPidana, dibedakan antara kejahatan 
(misdriven) dimuat dalam buku II dan pelanggaran 
(overtredingen) dimuat dalam buku III; 
b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana 
formil (formeel delicten) dan tindak pidana materil (materiel 
delicten); 
                                                          
18 Adami Chazawi, 2001, Steles Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & 
Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 121. 
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c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak 
pidana sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana tidak dengan 
sengaja/kelalaian (culpose delicten); 
d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara 
tindak pidana aktiv/positif dapat juga disebut tindak pidana 
komisi (delicta commissionis) dan tindak pidana pasif/negative, 
disebut juga tindak pidana omisi (delicta omissionis); 
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat 
dibedakan antara tindak pidana seketika/selesai (aflopende 
delicten) dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau 
berlangsung lama/berlangsung terus/berlanjut (voortduren 
delicten); 
f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
umum dan tindak pidana khusus; 
g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara 
tindak pidana communia (communia delicten, yang dapat 
dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (propria 
delicate, yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki 
kualitas pribadi tertentu); 
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, 
maka dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) 
dan tindak pidana aduan (klacht delicten); 
i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka 
dapat dibedakan antara tindak pidana yang diperberat 
(gequalificeerde delicten) dan tindak pidana yang diperingan 
(gepriviligieerde delicten); 
j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak 
pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan 
hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa 
dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, 
tindak pidana terhadap nama baik, tindak pidana terhadap 
kesusilaan dan lain sebagainya; 
k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, 
dibedakan antara tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) 
dan tindak pidana berangkai ( samengestelde delicten).  
l. Kejahatan dan Pelanggaran adalah merupakan suatu jenis 
tindak pidana. Pendapat mengenai pembedaan 2 (dua) delik 
tersebut yakni. Pembedaan kualitatif, perbuatan yang 
bertentangan dengan keadilan, dan terlepas apakah perbuatan 
tersebut diancam oleh Undang-Undang atau tidak dan 
perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat. 
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B. Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan 
1. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana terhadap Kesusilaan 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 19 , istilah kesusilaan 
berarti sesuatu hal yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, norma 
yang baik, kelakuan yang baik, tata krama yang luhur. Melihat pengertian 
di atas, jelas bahwa kesusilaan diartikan sebagai sesuatu hal baik dan 
jauh dari nilai-nilai keburukan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa tindak 
pidana kesusilaan yang dimaksud disini adalah tindak pidana yang pada 
dasarnya melanggar nilai-nilai, adab, sopan santun dan tata krama yang 
baik. 
Dalam beberapa literatur yang membahas tentang tindak pidana 
terhadap kesusilaan. Selain menggunakan istilah kesusilaan juga ditemui 
penggunaan istilah tindak pidana terhadap kesopanan yang berarti sama 
dengan istilah kesusilaan itu sendiri. Dimana, kesopanan atau kesusilaan 
itu berarti perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin 
misalnya bersetubuh, merabah buah dada perempuan, meraba tempat 
kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, 
mencuim dan lain sebagainya.20 
Untuk menentukan seberapa jauh ruang lingkupnya tidaklah 
mudah, karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan 
dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di 
                                                          
19  Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ONLINE, diakses dari 
http://kbbi.web.id/susila, [18 september 2015]. 
20R. Soesilo, 1994, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor, hlm. 204. 
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dalam masyarakat. 21  Ini adalah suatu hal yang wajar, karena realitas 
masyarakat yang beragam dengan nilai-nilai hidup yang berbeda-beda. 
Namun sebagai pedoman, patut dicatat pendapat Roeslan Saleh22 yang 
menggaris bawahi pandangan Oemar Senoadji, bahwa dalam 
menentukan isinya (materi/substansi) harus bersumber dan mendapat 
sandaran kuat dari moral agama. 
Menurut Barda Nawawi Arief 23 , yang juga menggarisbawahi 
pandangan demikian, patut ditambahkan, bahwa dalam penentuan delik 
kesusilaan juga harus berorientasi pada Nilai Kesusilaan Nasional (NKN) 
yang telah disepakati bersama dan juga memperhatikan NKN yang hidup 
di dalam masyarakat. NKN ini dapat digali antara lain dari Produk 
Legislatif Nasional (berbentuk Undang-undang Dasar atau Undang-
undang). 
Menurut Roeslan Saleh24, dalam penentuan delik-delik kesusilaan, 
hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang 
seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan 
norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat, 
misalnya meninggalkan orang yang perlu ditolong, penghinaan dan 
membuka rahasia. 
Sementara jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, 
persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada 
                                                          
21  Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT.Citra: 
Bandung Aditya Bakti, hlm., 291. 
22 Ibit 
23 Ibit, hlm,. 293. 
24  Tongat, 2003, Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap 
Subyek Hukum Dalam KUHP, Djambatan: Jakarta, hlm.,109. 
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kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hubungan seksual 
(behaviour as to right or wrong, especially in relation to sexual matter)25. 
Tindak pidana terhadap kesusilaan dalam KUHPidana Indonesia 
pengaturannya dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu dalam Buku II Bab 
XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, yang diatur dalam Pasal 281-
303 KUHPidana. Sementara dalam Buku III tentang Pelanggaran 
Kesusilaan diatur dalam Bab VI Pasal 532-547 KUHPidana. 
Kejahatan Kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281-303 
KUHPidana, meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut : 
a. melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281 KUHPidana); 
b. menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan 
sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar 
kesusilaan/bersifat porno ( Pasal 282-283 KUHPidana); 
c. melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan 
melakukan dengan melakukan atau memudahkan perbuatan 
cabul dan hubungan seksual ( Pasal 284-296 KUHPidana); 
d. perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 
297 KUHPidana); 
e. berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan 
kehamilan (Pasal 299 KUHPidana); 
f. berhubungan dengan minuman yang memabukkan (Pasal 300 
KUHPidana); 
                                                          
25  Leden Marpaung, 2004, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah 
Prevensinya, Sinar Grafika: Jakarta, hlm., 3. 
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g. menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 
301 KUHPidana); 
h. penganiayaan hewan (Pasal 302 KUHPidana); 
i. perjudian (Pasal 303 dan 303 bis KUHPidana). 
Sementara perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam 
“pelanggaran kesusilaan” yang diatur dalam Buku III KUHPidana (Pasal 
532- 547 KUHPidana) adalah sebagai berikut : 
a. mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno 
(Pasal 532-535 KUHPidana); 
b. berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536- 
539 KUHPidana); 
c. berhubungan dengan perlakuan tindak asusila terhadap hewan 
(Pasal 540,541 dan 544 KUHPidana); 
d. meramal nasib/mimpi (Pasal 545 KUHPidana); 
e. menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib 
atau memberi pelajaran ilmu kesaktian (Pasal 546 KUHPidana); 
f.  memakai jimat sebagai saksi di persidangan (Pasal 547 
KUHPidana); 
Apabila diamati kesusilaan tidak hanya bersinggungan dengan 
masalah seksualitas saja, tetapi juga hal-hal lain yang berhubungan 
dengan penyimpangan kepatutan berperilaku dimasyarakat, seperti 
mabuk, aborsi, trafficking, perjudian, penganiayaan terhadap hewan dan 
hal-hal mistik.  
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2. Tindak Pidana Pornografi 
Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata yakni 
pornos dan grafi. Pornos artinya suatu perbuaatan yang asusila (dalam 
hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat 
tidak senonoh atau cabul, sedangkan grafi adalah gambar atau tulisan, 
yang dalam arti luas termasuk benda patung, yang isinya atau artinya 
menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau 
menyerang rasa kesusilaan masyarakat.26 
Pornografi merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan dalam 
KUHPidana yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan 
terhadap Kesusilaan (Pasal 282-283 KUHPidana) dan Buku III Bab VI 
tentang Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-533 KUHPidana). 
Ketentuan tindak pidana pornografi yang diatur dalam Pasal 282 
KUHPidana, yang menyebutkan sebagai berikut27: 
(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau 
menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda 
yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang 
siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau 
ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau 
benda tersebut,memasukkannya ke dalam negeri, 
meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki 
persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau 
dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya 
atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan 
pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana 
denda paling tinggi empat puluh lima ribu rupiah; 
(2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau 
menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda 
yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan 
maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di 
                                                          
26  Adami Chazawi, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT Raja Grafindo 
Persada; Jakarta, hlm., 22. 
27 Ibit., hlm., 22-23. 
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muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, 
meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki 
persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau 
dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau 
menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat 
baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda 
itu me!anggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan 
bulan atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu 
rupiah; 
(3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat 
pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan 
pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau 
pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah. 
 
Dalam Pasal 282 KUHPidana di atas terdiri dari 3 (tiga) ayat yang 
memiliki beberapa bentuk tindak pidana pornografi. Tindak pidana 
pornografi yang dirumuskan dalam ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) bentuk 
tindak pidana dengan masing-masing bentuk perbuatan sebagai berikut. 
Ayat (1) menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan, ayat (2) membuat 
memasukkan ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkan dari dalam 
negeri, memiliki persediaan, ayat (3) menawarkan (secara terang-
terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta), menunjukkan 
sebagai dapat diperoleh. Ketiga bentuk perbuatan di atas semuanya 
mempunyai objek yang sama yaitu tulisan yang melanggar kesusilaan, 
gambar yang melanggar kesusilaan, benda yang melanggar kesusilaan. 
Dimana pelaku dalam melakukan perbuatannya mengetahui bahwa 
perbuatan yang dilakukannya melanggar kesusilaan.28 
Kejahatan pornografi pada Pasal 282 ayat (2) KUHPidana di atas, 
pada dasarnya juga terdiri dari tiga macam bentuk kejahatan 
sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dimana, setiap bentuk tindak 
                                                          
28 Ibit., hlm., 24-28. 
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pidana pornografi dalam ayat (2) ini mempunyai unsur yang sama dengan 
bentuk tindak pidana pornografi pada ayat (1), kecuali mengenai unsur 
kesalahan si pelaku. Unsur kesalahan pada tiga bentuk tindak pidana 
pornografi ayat (1) adalah dolus/kesengajaan. Sedangkan Unsur 
kesalahan pada tiga bentuk tindak pidana pornografi ayat (2) adalah 
culpa/kealpaan 29 . Untuk Pasal 282 ayat (3) KUHPidana, pasal ini 
menekankan pemberatan pada bentuk tindak pidana pornografi sengaja, 
yaitu apabila pembuat dalam melakukan kejahatan itu karena kebiasaan 
atau sebagai mata pencaharian.30 
Selanjutnya, ketentuan dalam Pasal 283 KUHPidana merupakan 
bentuk perlindungan terhadap ada dampak negatif pornografi bagi anak-
anak atau orang yang belum dewasa. Oleh karena itu harus ada upaya 
perlindungan hukum terhadap orang yang belum dewasa, agar dapat 
terhindar dari pornografi.  
Ketentuan ini diatur dalam Pasal 283 KUHPidana, yaitu31 :  
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan 
atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang 
siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk 
sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, 
gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat 
untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada 
seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau 
sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas 
tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah 
diketahuinya; 
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa 
membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka 
orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 
yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya; 
                                                          
29 Ibit., hlm., 33-34. 
30 Ibit., hlm., 35. 
31 Ibit., hlm., 35-36. 
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(3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau 
pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda 
paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, 
memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, 
menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau 
benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk 
mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang 
yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 
pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa 
tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau 
alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil. 
 
Pasal 283 KUHPidana di atas memiliki beberapa persamaan dan 
perbedaan dengan ketentuan dalam Pasal 282 KUHpidana. Perbedaan 
tersebut terlihat pada beberapa bentuk perbuatannya, seperti 
membacakan, dan objek pornografinya tidak hanya tulisan, gambar atau 
benda, tetapi ditambah dengan alat untuk mencegah atau menggugurkan 
kehamilan. Pada dua objek tambahan tersebut tidak disebutkan sifat 
melanggar kesusilaan, namun dengan adanya larangan menunjukkannya 
kepada orang belum dewasa, secara tersirat sifat melanggar kesusilaan 
telah melekat pada keduanya32. Selain Pasal 283 KUHPidana di atas, 
dirumuskan pula Pasal 283 bis KUHPidana, yang isinya berbunyi33: 
Pasal 283 bis KUHPidana 
“Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan tersebut 
dalam Pasal 282 dan 283 dalam menjalankan pencahariannya dan 
ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang 
menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat 
dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian tersebut”. 
 
Pasal 283 bis KUHPidana ini bukanlah bentuk tindak pidana 
pornografi yang berdiri sendiri, namun terkait dengan pasal sebelumnya, 
yaitu perbuatan dalam Pasal 282 KUHPidana dan Pasal 283 KUHPidana 
                                                          
32 Ibit., hlm., 35-42. 
33 Ibit., hlm., 42-42. 
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yang dilakukan sebagai pencarian dan terjadi pengulangan. Jadi selain si 
pelaku dipidana karena kejahatan yang dilakukan, si pelaku juga akan 
dicabut haknya dalam menjalankan pencaharian tersebut.34 
Permasalahan pornografi, dalam KUHPidana tidak hanya 
dirumuskan dalam bentuk kejahatan, tetapi juga dalam bentuk 
pelanggaran terhadap kesusilaan. Ketentuan ini diatur dalam Buku III Bab 
VI tentang Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-533 KUHPidana). Adapun 
ketentuan yang diatur dalam Pasal 532 KUHPidana, yang isinya sebagai 
berikut35: 
Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau denda 
paling banyak lima dua ratus dua puluh lima rupiah : 
(1) barang siapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang 
melanggar kesusilaan; 
(2)  barang siapa di muka umum mengadakan pidato yang 
melanggar kesusilaan; 
(3) barang siapa di tempat yang terlihat dari jalan umum 
mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar 
kesusilaan; 
 
Rumusan Pasal 532 KUHPidana di atas mengandung 3 (tiga) 
bentuk pelanggaran terhadap kesusilaan. Sifat melanggar kesusilaan 
pada perbuatan menyanyikan adalah terletak pada syair atau irama dan 
isi atau kata-kata dalam lagu tersebut. Sementara bentuk pelanggaran 
kedua adalah pidato yang tidak harus semua isinya melanggar kesusilaan, 
tetapi juga termasuk pidato yang menggunakan plesetan-plesetan 
porno/cabul. Pidato dalam rumusan ini tidaklah bersifat formal, misalnya 
pada acara peresmian atau saat kampanye, tetapi cukup seorang penjual 
obat yang menawarkan obatnya di pasar dengan kata-kata atau kalimat 
                                                          
34 Ibit., hlm., 42-43. 
35 Ibit., hlm., 43-44. 
23 
yang melanggar kesusilaan. Perbuatan mengadakan sebagai bentuk 
pelanggaran ketiga, tidak hanya dengan menulis atau menggambar 
disuatu tempat, namun termasuk pula dengan mengambil gambar atau 
tulisan di tempat lain dan memasangnya pada tempat tertentu.36 
Ketentuan pelanggaran kesusilaan dalam Pasal 533 KUHPidana, 
dirumuskan sebagai berikut37: 
Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau 
pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah: 
(1) barangsiapa di tempat untuk lalu-lintas umum dengan 
terangterangan mempertunjukan atau menempelkan tulisan 
dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca maupun 
gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi 
para remaja; 
(2) barangsiapa di tempat untuk lalu-lintas umum dengan terang- 
terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu 
membangkitkan nafsu birahi para remaja; 
(3) barangsiapa dengan terang-terangan atau tanpa diminta 
menawarkan suami tulisan, gambar atau barang yang dapat 
merangsang nafsu birahi para remaja maupun secara terang-
terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, 
menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang 
dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja; 
(4) barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus atau untuk 
sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar 
atau benda yang demikian, pada seorang yang belum dewasa 
dan dibawah umur tujuh belas tahun; 
(5) barangsiapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian 
dimuka seorang yang belum dewasa dan di bawah umur tujuh 
belas tahun. 
 
Pasal 533 KUHPidana di atas pada dasarnya memiliki kesamaan 
dengan rumusan Pasal 282 dan Pasal 283 KUHPidana. Perbedaannya 
terletak pada unsur yang mampu membangkitkan nafsu birahi para 
                                                          
36 Ibit., hlm., 44-45. 
37 Ibit., hlm., 45-46. 
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remaja. Unsur ini tidak ada ukuran yang objektif, sehingga penafsirannya 
diserahkan pada hakim38. 
 
C. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Pornografi 
Selain diatur dalam KUHPidana, sejak tahun 2008 tindak pidana 
pornografi juga mempunyai undang-undang tersendiri yaitu UU Nomor 44 
Tahun 2008 Tentang Pornografi. Dimana, dalam ketentuan umum UU 
Pornografi Pasal 1 angka 1 dijelaskan apa yang dimaksud dengan 
“pornografi” sebagai berikut39: 
Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, 
bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, 
atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media 
komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat 
kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma 
kesusilaan dalam masyarakat. 
 
UU Pornografi ini menjadi lex specialis dari KUHPidana. Tindak 
Pidana dalam UU Pornografi diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 
41 UU Pornografi. Khusus mengenai Pasal 29 UU Pornografi, pasal ini 
mempunyai rumusan yang mirip sekali dengan Pasal 282 KUHPidana.40 
Adapun rumusan Pasal 29 UU Pornografi sebagai berikut:41  
Pasal 29  
Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, 
menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, 
mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau 
menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) 
                                                          
38 Ibit., hlm., 47-53. 
39 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi 
40 Andi Hamzah, 2010, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Sinar 
Grafika: Jakarta, hlm., 156. 
41 Ibit., 
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bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda 
paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 
dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). 
Rumusan tindak pidana pornografi dalam UU Pornografi lebih luas 
dari pada Pasal 282 KUHPidana dan ancaman pidananya jauh lebih berat 
dan ada minimum khusus. Maksimumnya bahkan sampai 12 tahun 
penjara.42 Untuk lebih jelasnya berikut rumusan tindak pidana yang diatur 
dalam UU Pornografi Pasal 29 Sampai dengan Pasal 4143:  
Pasal 29  
Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, 
menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, 
mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau 
menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) 
bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda 
paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 
dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). 
 
Pasal 30 
Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun 
dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus 
lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga 
miliar rupiah). 
 
Pasal 31 
Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 
 
Pasal 32 
Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, 
memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana 
                                                          
42 Ibit., 
43 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi 
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penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 
 
Pasal 33 
Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). 
 
Pasal 34 
Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya 
menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
 
Pasal 35 
Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model 
yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 
(satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana 
denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan 
paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).  
 
Pasal 36 
Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam 
pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan 
ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang 
bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah). 
 
Pasal 37 
Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau 
sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana 
dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, 
dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman 
pidananya. 
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Pasal 38 
Setiap  orang  yang  mengajak,  membujuk,  memanfaatkan,  
membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak 
dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau 
pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima 
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga 
miliar rupiah). 
 
Pasal 39 
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, 
Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 
37, dan Pasal 38 adalah kejahatan. 
 
Pasal 40 
(1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas 
nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat 
dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. 
(2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila 
tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik 
berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan 
lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri 
maupun bersama-sama. 
(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, 
korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. 
(4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain. 
(5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya 
pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat 
pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus 
tersebut dibawa ke sidang pengadilan. 
(6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, 
panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan 
tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal 
pengurus atau di tempat pengurus berkantor. 
(7) Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, 
selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, 
dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan 
ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana 
denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini. 
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Pasal 41 
Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 
(7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa: 
a. pembekuan izin usaha; 
b. pencabutan izin usaha; 
c. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan 
d. pencabutan status badan hukum. 
 
 
D. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik 
5. Pengertian Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik 
Memulai pembahasan pada bagian ini, penulis akan memberikan 
gambaran mengenai apa yang dimaksud dengan informasi elektronik dan 
dokumen elektronik. Baik pengertian informasi elektronik maupun 
dokumen elektronik, keduanya dapat ditemui secara jelas dalam UU ITE. 
Merujuk pada Pasal 1angka 1 UU ITE, disebutkan bahwa:  
“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, 
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, 
rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik 
(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, 
tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah 
yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 
memahaminya.” 
 
Sedangkan pengertian dokumen elektronik dijelaskan pada Pasal 1 
angka 4 UU ITE, yang menyebutkan: 
Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, 
diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk 
analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang 
dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau 
Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, 
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suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, 
angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna 
atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 
memahaminya. 
 
Rumusan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 4 UU ITE diatas 
sudah sangat tegas memberikan batasan mengenai apa-apa saja yang 
dimaksud dengan informasi elektronik dan dokumen elektronik. Lebih 
lanjut mengenai informasi elektronik dan dokumen elektronik. Ada yang 
menarik mengenai kedua hal ini terkait dengan alat bukti. UU ITE 
memperluas cakupan alat bukti dalam hukum acara. Dimana, informasi 
elektronik dan dokumen elektronik dijadikan sebagai alat bukti yang sah.  
Ketentuan ini, secara tegas disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan 
Ayat (2) UU ITE: 
(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau 
hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. 
(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau 
hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan 
Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. 
 
Lanjut, Pasal 5 ayat (3) UU ITE menyebutkan bahwa:  
(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 
ini. 
 
Pasal ini memberikan syarat agar informasi elektronik dan dokumen 
elektronik dinyatakan sah. Dimana informasi elektronik dan dokumen 
elektronik dianggap sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai 
dengan ketentuan yang dimaksud dalam UU ITE itu sendiri.  
Walaupun UU ITE memperluas cakupan alat bukti dalam hukum 
acara, tetap saja UU ITE memberikan pengecualian terhadap surat 
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ataupun dokumen-dokumen tertentu yang tidak dapat dijadikan sebagai 
alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana 
disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) di atas. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 
ayat (4) huruf a dan huruf b UU ITE, yang menyebutkan bahwa: 
(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 
untuk: 
a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam 
bentuk tertulis; dan 
b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang 
harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat 
oleh pejabat pembuat akta. 
 
Kemudian Pasal 6 UU ITE menerangkan bahwa: 
“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 
ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus 
berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di 
dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan 
dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu 
keadaan”. 
 
Pasal ini memberikan penegasan bahwa apabila ada ketentuan 
lain, selain yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, informasi 
elektronik dan dokumen elektronik tetap dinyatakan sah sepanjang 
informasi yang di dalamnya dapat diakses, dijamin keutuhannya, dan 
dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. 
6. Pengertian Media Elektronik 
Sadar atau tidak, dalam kehidupan sehari-hari, media massa 
menjadi sumber informasi bagi setiap orang. Media massa menjadi sangat 
penting karena perannya menjadi alat komunikasi untuk menyebarkan 
berita dan pesan kepada masyarakat luas. Media massa, sebagai media 
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yang menunjang komunikasi massa terbagi atas dua jenis, yaitu media 
cetak dan media elektronik. 
Media cetak merupakan sarana media massa yang dicetak dan 
diterbitkan secara berkala seperti surat kabar, majalah dan lain 
sebagainya 44 . Mengenai pengertian media elektronik, secara etimologi 
terdiri dari dua kata yaitu “media” dan “elektronik”. Dimana menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia “media” adalah (1) alat (sarana) 
komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan 
spanduk, (2) yg terletak di antara dua pihak, (3) perantara; (4) 
penghubung45. Sedangkan pengertian “elektronik” berarti alat yang dibuat 
berdasarkan prinsip elektronika; hal atau benda yang menggunakan alat-
alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika 46 . Jadi, media 
elektronik merupakan media komunikasi atau media massa yang 
menggunakan alat-alat elektronik (mekanis) meliputi radio, televisi dan 
internet.  
7. Perbuatan yang Dilarang dan Ketentuan Pidana dalam Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik 
Sebagai respon perkembangan modus tindak pidana yang mulanya 
bersifat tradisional menuju modus-modus baru yang lebih modern. UU ITE 
kemudian hadir dengan beberapa klausulanya yang menegaskan 
perbuatan-perbuatan yang dilarang. Hal ini tertuang jelas mulai pada BAB 
                                                          
44  Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ONLINE, diakses dari 
http://kbbi.web.id/media, [18 september 2015]. 
45 Ibit., 
46  Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ONLINE, diakses dari 
http://kbbi.web.id/elektronik, [18 september 2015]. 
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VII Pasal 27 sampai Pasal 37 UU ITE khusus menjelaskan mengenai 
perbuatan yang dilarang. 
Dimulai pada Pasal 27 UU ITE, pasal ini mengatur mengenai tindak 
pidana yang sebenarnya telah diatur dalam KUHPidana yakni tindak 
pidana terhadap kesusilaan, tindak pidana perjudian, tindak pidana 
pencemaran nama baik dan tindak pidana pemerasan dan pengancaman. 
Namun, karena perubahan modus kejahatan yang semakin modern 
dengan pemakaian teknologi yang sifatnya elektronik maka UU ITE pun 
hadir mengatur hal tersebut sebagai bentuk antisipasi dalam 
penanggulangan modus-modus kejahatan tersebut. 
Lebih jelasnya isi Pasal 27 UU ITE sebagai berikut: 
Pasal 27 
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar 
kesusilaan.  
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. 
(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan 
dan/atau pencemaran nama baik. 
(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan 
dan/atau pengancaman. 
 
Kemudian pada Pasal 28 UU ITE mengatur tentang perbuatan yang 
dilarang terkait dengan penyebaran informasi yang berpotensi merugikan 
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konsumen dalam transaksi elektronik. Selain itu pasal ini juga mengatur 
tentang larangan penyebaran informasi yang sifatnya SARA yang dapat 
mengundang rasa kebencian dan permusuhan didasarkan atas suku, 
agama, ras dan antar golongan.   
Pengaturan tentang perlindungan konsumen terkait dengan 
pelarangan penyebaran informasi yang merugikan pihak konsumen dalam 
melakukan transaksi elektronik sangat penting. Mengingat, saat ini sudah 
tersedianya beberapa jasa penjualan online yang sifatnya perdagangan. 
Ditambah lagi dengan kebutuhan para konsumen yang semakin 
kompleks. Hal ini tentu saja berpotensi meningkatkan intensitas transaksi 
elektronik yang terjadi. Namun, dalam transaksi tersebut tidak tertutup 
kemungkinan ada oknum yang menyalahgunakannya.  
Selanjutnya yang tidak kalah penting, yakni pengaturan mengenai 
larangan penyebaran informasi elektronik yang sifatnya SARA. Apalagi 
Indonesia dikenal sebagai negara dengan beragam golongan masyarakat, 
suku, agama dan ras. Ditambah dengan jumlah pengguna akun media 
sosial di masyarakat yang sangat banyak dan didukung dengan 
kemudahan mengakes jaringan internet. Hal tersebut, tentu saja 
berpotensi menimbulkan konflik yang setiap saat dapat meledak akibat 
komentar-komentar yang bersifat SARA.   
Lebih jelasnya berikut isi Pasal 28 UU ITE: 
Pasal 28 
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan 
berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan 
kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.  
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(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan 
informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian 
atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat 
tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar 
golongan (SARA).  
 
Selanjutnya, Pasal 29 UU ITE. Pasal ini mengatur tentang larangan 
melakukan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti seseorang yang 
dilakukan melalui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sama 
seperti tindak pidana di atas, tindak pidana ini sebenarnya juga telah di 
atur dalam KUHPidana, hanya saja modus yang digunakan dalam 
kejahatan ini berbeda. Dimana pelaku lebih mudah untuk melakukan 
kejahatan dengan bantuan produk elektronik.  
Berikut isi Pasal 29 UU ITE: 
Pasal 29 
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan 
Informasi Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-
nakuti yang ditujukan secara pribadi. 
 
Lanjut, Pasal 30 UU ITE. Pasal ini memberikan peraturan yang 
tergolong baru mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dengan 
lahirnya UU ITE ini. Dimana, pasal ini secara tegas melarang seseorang 
untuk mengakses suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang 
lain, melarang mengakses suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik 
dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik dan melarang mengakses suatu Komputer dan/atau Sistem 
Elektronik dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol 
sistem pengamanan. Berkaitan dengan pasal ini, beberapa contoh kasus 
telah terjadi seperti pembobolan situs instansi pemerintah dan lain 
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sebagainya. Sehingga pasal ini sangat penting untuk mengantisipasi 
kejahatan-kejahatan yang tergolong baru ini. 
 
Berikut isi Pasal 30 UU ITE: 
Pasal 30 
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik 
milik Orang lain dengan cara apa pun. 
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik 
dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. 
(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik 
dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, 
melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. 
 
Berlanjut pada Pasal 31 UU ITE. Pasal ini berisi pelarangan untuk 
melakukan penyadapan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik 
Orang lain. Larangan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap hak 
orang lain terkait dengan hal yang mungkin sifatnya pribadi. Hanya saja 
pasal ini memberikan pengecualian. Dimana, intersepsi atau penyadapan 
yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan 
kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum dapat dilakukan 
sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Berikut isi Pasal 31 UU ITE: 
Pasal 31 
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam 
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suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik 
Orang lain. 
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat 
publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau 
Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak 
menyebabkan perubahan apa pun maupun yang 
menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau 
penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik yang sedang ditransmisikan. 
(3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan 
hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau 
institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan 
berdasarkan undang-undang. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
 
Lebih lanjut, pada Pasal 32 dan 33 UU ITE. Pasal ini memberikan 
pengaturan tentang larangan baik untuk mengubah, menambah, 
mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, 
memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik yang sifatnya 
rahasia. Maupun  Larangan untuk memindahkan atau mentransfer 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem 
Elektronik Orang lain yang tidak berhak. Serta larangan untuk melakukan 
tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik 
dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja 
sebagaimana mestinya. Dimana, kesemuanya itu sebagai bentuk 
perlindungan terhadap suatu informasi dan atau dokumen elektronik baik 
milik orang lain maupun milik publik yang sifatnya rahasia. 
Lebih jelasnya, berikut isi Pasal 32 dan Pasal 33 UU ITE: 
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Pasal 32 
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, 
mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, 
memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik 
publik. 
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada 
Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. 
(3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi 
dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak 
sebagaimana mestinya. 
 
Pasal 33 
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat 
terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan 
Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. 
 
Kemudian Pasal 34 sampai dengan Pasal 37 UU ITE merupakan 
penekanan (supporting idea) sekaligus memperluas cakupan perbuatan 
yang dilarang yang terkait dengan Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 UU 
ITE yang merupakan kategori perbuatan yang dilarang, dengan 
pengecualian pada Pasal 34 ayat (2) UU ITE yang menyebutkan bahwa 
bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan tindakan penelitian, 
pengujian sistem elektronik, untuk perlindungan sistem elektronik itu 
sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.  
Khusus mengenai pasal 36 UU ITE, pasal ini memperluas cakupan 
perbuatan yang dilarang, dimana sebagian besar merupakan tindak 
pidana formil sebagaimana diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 
33 UU ITE menjadi tindak pidana materil yang memerlukan akibat 
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tertentu. Terakhir, Pasal 37 UU ITE memperluas cakupan keberlakuan UU 
ITE terkait dengan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam 
Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 UU ITE. Dimana, pasal ini menekankan 
bahwa keberlakuan UU ITE bukan hanya untuk pelaku kejahatan yang 
berada dalam wilayah yurisdiksi Indonesia, tetapi juga untuk pelaku 
kejahatan yang berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. 
Lebih jelasnya berikut isi Pasal 34 sampai dengan Pasal 37 UU 
ITE: 
Pasal 34 
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk 
digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, 
atau memiliki: 
a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang 
dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk 
memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 sampai dengan Pasal 33; 
b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis 
dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi 
dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan 
Pasal 33. 
(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak 
pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, 
pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem 
Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum. 
 
Pasal 35 
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, 
penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah 
data yang otentik. 
 
Pasal 36 
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Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan 
kerugian bagi Orang lain. 
 
 
Pasal 37 
Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang 
dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai 
dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem 
Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia. 
 
Adapun ketentuan pidana terkait dengan perbuatan-perbuatan yang 
dilarang di atas, diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 UU ITE, 
sebagai berikut: 
Pasal 45 
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah). 
(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 
12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 
 
Pasal 46 
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 
(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). 
(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara 
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paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). 
 
Pasal 47 
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). 
 
Pasal 48 
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 
(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 
(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
 
Pasal 49 
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 
10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
 
Pasal 50 
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
 
Pasal 51 
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 
12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). 
(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 
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12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). 
 
Pasal 52 
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi 
seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari 
pidana pokok. 
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer 
dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau 
yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan 
pidana pokok ditambah sepertiga. 
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer 
dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau 
badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga 
pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga 
internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana 
maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal 
ditambah dua pertiga. 
(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi 
dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga. 
 
8. Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 
11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
Selain dalam KUHPidana dan UU Pornografi, tindak pidana 
pornogafi juga diatur dalam UU ITE yakni dalam Pasal 27 ayat (1) jo. 
Pasal 45 ayat (1).  
Pasal 27 ayat (1) UU ITE, menyatakan :  
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat 
diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang 
memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”  
 
Kemudian dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE:  
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“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) atau Ayat (4) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah).” 
 
Memperhatikan Pasal 27 ayat (1) UU ITE di atas, tindak pidana 
pornografi yang diatur tidak memuat bentuk-bentuk tindak pidana 
pornografi seperti yang terdapat di dalam KUHPidana. Namun, hanya 
memuat kualifikasi umum dari tindak pidana pornografi itu dengan modus 
yang lebih modern. 
Adapun unsur-unsur tindak pidana pornografi yang diatur dalam 
Pasal 27 ayat (1) UU ITE, sebagai berikut: 
Unsur Subjektif : 
 Setiap orang; 
 Dengan sengaja dan tanpa hak; 
Unsur Objektif : 
 mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau 
dokumen  
 memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. 
Unsur “setiap orang” merupakan nama lain unsur “barang siapa” 
yang biasa kita temui dalam KUHPidana, dimana barang siapa 
menunjukan setiap orang/siapa saja yang merupakan subjek hukum suatu 
tindak pidana yang dianggap cakap dan dapat mempertanggungjawabkan 
perbuatannya secara hukum. 
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Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” Menurut doktrin (ilmu 
pengetahuan), “sengaja” termasuk unsur subjektif, yang ditujukan 
terhadap perbuatan artinya pelaku mengetahui perbuatannya yang dalam 
hal ini pelaku menyadari betul apa yang dilakukannya. Sedangkan unsur 
“tanpa hak”, ada mengartikan sebagai “tanpa hak sendiri” (Zonder wigwn 
recht), “bertentangan dengan hak orang lain (tegen eens anders recht)”, 
“bertentangan dengan hukum objektif” (tegen het objectieve recht). 
Selain unsur subjektif di atas, perbedaan mendasar tindak pidana 
pornografi dalam UU ITE ada pada unsur objektifnya, yakni adanya 
perbuatan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 
membuat dapat diakses”. Mengenai unsur ini, dalam UU ITE tidak 
terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan 
“mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat 
diakses”. Menurut pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
2/PUU-VII/2009 halaman 89 menjelaskan sebagai berikut :  
 Mendistribusikan yaitu menyebarluaskan melalui sarana/media 
elektronik ditujukan kepada orang-orang tertentu yang 
dikehendaki.  
 Mentransmisikan yaitu memasukkan informasi ke dalam 
jaringan media elektronik yang bisa diakses publik oleh siapa 
saja yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu (kapan saja dan 
dimana saja).  
 Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem 
Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.  
 Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data 
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, 
gambar, peta, rancangan, foto, electronic data intercharge 
(EDI). surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, 
telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, 
simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau 
dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.  
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 Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang 
dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam 
bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, 
yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui 
komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas 
pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau 
sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau 
perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat 
dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.47 
 
Kemudian untuk unsur “memiliki muatan yang melanggar 
kesusilaan” artinya bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen tersebut 
melanggar nilai-nilai kesusilaan. Definisi kesusilaan di sini, sebagamana 
telah dijelaskan sebelumnya. 
 
E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
Adapun yang dimaksud dengan putusan pengadilan menurut Pasal 
1 angka 11 KUHAP, yang berbunyi bahwa peryataan hakim yang di 
ucapakan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa 
pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal 
serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini 48 . Dalam 
memutus suatu perkara, majelis hakim dalam hal ini memberikan 
pertimbangan, pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai berikut: 
1. Pertimbangan Yuridis 
a. Dasar-dasar yang Menyebabkan Diperberatnya Pidana 
Undang-undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan 
pidana umum dan dasar-dasar pemberataan pidana khusus. Dasar 
                                                          
47 O.C.Kaligis., Op.Cit., hlm., 131. 
48 Andi Sofyan, 2013, Hukum Acara Pidana, suatu pengantar, Mahakarya Rangkang: 
Yogyakarta, hlm. 369. 
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pemberatan pidana umum adalah dasar pemberatan yang berlaku untuk 
segala macam tindak pidana, baik tindak pidana yang diatur dalam 
KUHPidana maupun tindak pidana yang diatur diluar KUHPidana. Dasar 
pemberatan pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada tingkat 
pidana tertentu saja dan tidak berlaku pada tindak pidana yang lain. Dasar 
pemberatan pidana umum, yaitu: 
1) Dasar pemberatan karena jabatan 
Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHPidana. 
Dasar pemberatan pidana tersebut adalah terletak pada 
keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai 
negeri sipil) mengenai empat hal, ialah dalam melakukan delik 
dengan (1) melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatan; (2) 
memakai kekuasaan jabatan; (3) menggunakan kesempatan 
karean jabatan; (4) menggunakan sarana yang diberikan 
karena jabatan. 
2) Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana 
bendera kebangsaan 
Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana 
bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 (a) 
KUHPidana yang berbunyi: “Bilamana pada suatu waktu 
melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik 
Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat di tambah 
sepertiga”. Alasan pemberatan pidana ini terletak pada 
penggunaan bendera kebangsaaan, dari sudut objektif dapat 
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mengelabui orang-orang, menimbulkan kesan seolah-olah apa 
yang dilakukan si pembuat itu adalah perbuatan resmi, 
sehingga oleh karenanya dapat memperlancar atau 
mempermudah si pembuat dalam usahanya melakukan 
kejahatan. 
3) Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (recidive) 
Pengulangan dalam arti hukum pidana, yang merupakan dasar 
pemberatan pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat 
berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan dengan 
syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang. 
Pemberatan pidana dengan dapat ditambah sepertiga dari 
ancaman maksimum dari tindak pidana yang dilakukan 
sebagaiamana dalam Pasal-pasal 486, 487 dan 488 
KUHPidana harus memenuhi 2 (dua) syarat esensial, yaitu: (1) 
orang itu harus telah menjalani seluruh atau sebagian pidana 
yang telah dijatuhkan hakim, atau ia dibebaskan dari menjalani 
pidana, atau ketika ia melakukan kejahatan kedua kaliya itu, 
hak negara untuk menjalankan pidananya belum kadaluarsa; 
(2) melakukan kejahatan pengulangannya adalah dalam waktu 
belum lewat 5 (lima) tahun sejak terpidana menjalani sebagian 
atau seluruhnya pidana yang dijatuhkan. 
Untuk dasar pemberatan pidana khusus maksudnya ialah pada si 
pembuat dapat dipidana melampaui atau di atas ancaman maksimum 
pada tindak pidana yang bersangkutan, hal sebab diperberatnya 
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dicamtumkan secara tegas dalam dan mengenai tindak pidana tertentu 
tersebut. Disebut dasar pemberatan pidana khusus karena hanya berlaku 
pada tidak pidana tertentus saja dan tidak berlaku pada tindak pidana lain. 
Bentuk-bentuk tindak pidana yang diperberat tersebut antara lain yang 
dimuat dalam Pasal 363, Pasal 365, Pasal 374, Pasal 375 KUHPidana 
dan lain sebagainya.  
b. Dasar-dasar yang Menyebabkan Diperingannya Pidana 
Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana terhadap si 
pembuat dalam undang-undang terbagi atas dua (2), yaitu dasar-dasar 
diperingannya pidana umum dan dasar-dasar diperingannya pidana 
khusus. Dasar umum berlaku untuk tindak pidana umum, sedangkan 
dasar khusus berlaku hanya untuk tindak pidana khusus. Dasar 
diperingannya pidana umum yaitu: 
1) Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka (3) dasar 
peringanan pidana umum adalah anak yang berkonflik dengan 
hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah 
berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 
(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 
2) Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan 
Percobaan dan pembantuan diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan 
Pasal 57 ayat (1) KUHPidana. Pidana maksimum terhadap si 
pembuatnya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada 
kejahatan yang bersangkutan.  
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Untuk dasar peringanan pidana khusus, dasar peringanan ini 
tersebar dalam Pasal-pasal KUHPidana. Contohnya tindak pidana 
pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHPidana, yang unsur 
diperingannya adalah karena benda yang menjadi objek pencurian itu 
mempunyai nilai/harga yang kurang dari dua ratus lima puluh rupiah. 
2. Pertimbangan Sosiologis 
Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana, 
kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) Naskah Rancangan KUHPidana 
baru hasil penyempurnaan tim intern Kementrian Kehakiman, dapat 
dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana wajib 
dipertimbangkan hal-hal berikut: 
1. Kesalahan pembuat tindak pidana; 
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 
3. Cara melakukan tindak pidana; 
4. Sikap batin si pembuat tindak pidana; 
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak 
pidana; 
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; 
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; 
8. Pendangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan; 
9. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; 
dan 
10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dan Instansi 
terkait. Dipilihnya tempat tersebut sebagai lokasi penelitian atas dasar 
pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Makassar merupakan tempat 
penyelesaian kasus Tindak Pidana Pornografi dalam Media Elektronik 
dengan nomor perkara Nomor 01/Pid.B/2015/PN.Mks yang dijadikan 
objek dalam penelitian ini. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data primer dan data sekunder   
1. Data Primer  
Jenis data primer yang digunakan dengan melakukan wawancara 
secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan 
pembahasan masalah dalam skripsi ini. 
2. Data Sekunder 
Jenis data sekunder yang digunakan yaitu data yang diperoleh 
melalui literatur atau studi kepustakaan yang relevan dengan 
masalah yang diteliti. Mencakup buku-buku, putusan pengadilan 
(yurisprudensi) atau peraturan-peraturan perundang-undangan, 
dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan yang 
berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung dari data primer.  
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : 
1. Wawancara 
Studi Lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data secara 
langsung pada objek-objek atau sumber data yang berkaitan 
dengan penelitian baik dengan melakukan wawancara secara 
langsung terhadap Penegak hukum baik Hakim Pengadilan Negeri 
Makassar maupun juga penuntut umum yang menangani kasus 
tersebut atau dokumen yang berhubungan dengan penelitian. 
2. Studi Dokumen 
Mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis dokumen dalam 
perkara tersebut berupa surat dakwaan, surat tuntutan Pidana, 
berita acara persidangan, dan putusan Hakim. 
 
D. Analisis Data 
Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif. Analisis deskriptif yaitu berdasarkan metode ilmiah yang ada, 
adapun desktiptif adalah memaparkan serta menafsirkan data yang paling 
relevan dari masalah yang digunakan dalam tulisan ini.  
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Tindak Pidana Pornografi 
dalam Media Elektronik Putusan No. 01/Pid.B/2015/PN.Mks 
Hukum pidana berdasarkan materi yang diaturnya, terdiri atas 
hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Sebelum membahas 
bagaimana penerapan hukum pidana materil dalam kasus yang penulis 
teliti, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan apa sebenarnya 
yang dimaksud dengan hukum pidana materil. Terkait dengan hal itu, Tirta 
midjaja menyatakan bahwa : 
“Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang 
menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi 
pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat 
dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran 
pidana.”49 
 
Kemudian Van Bemmelen menjelaskan sebagai berikut : 
“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut 
berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap 
perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan 
itu.”50 
 
Pada hakikatnya, hukum pidana materil berisi larangan atau 
perintah yang jika tidak dipatuhi diancam dengan sanksi. Adapun hukum 
pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menegakkan 
hukum pidana materil. 
                                                          
49 Leden Marpaung, 2005, Op.Cit., hlm., 2. 
50 Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana 1, Yogyakarta: Rangkang Education 
Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, hlm., 9. 
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Sebelum penulis menguraikan bagaimana penerapan hukum 
pidana materil dalam kasus putusan No. 01/Pid.B/2015/PN.Mks, menurut 
penulis perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana posisi kasus sampai 
pada penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini.  
1. Duduk Perkara 
Adapun duduk perkara dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Makassar No. 01/Pid.B/2015/PN.Mks, sebagai berikut: 
Pada hari sabtu tanggal 20 september 2014 bertempat di jalan 
Dr. ratulangi Makassar tepatnya di Depan Mall Ratu Indah terdakwa 
Aras Alias Andrew Alias Tipe X melalui akun media sosial facebook 
miliknya dengan nama TIPE X dan ARAS RASTAFANIA 
BERDARAHMERAHKUNINGHIJAU mengunggah/ mengupload/ 
menshare/ 2 (dua) buah foto telanjang korban bernama Seniwati yang 
merupakan mantan kekasih terdakwa sendiri. Kejadian ini berawal 
pada saat terdakwa dan korban menjalani hubungan pacaran dan 
pada saat itu terdakwa melamar korban Seniwati dan diiyakan hingga 
kemudian terdakwa juga sudah memberitahu orang tuanya. Namun 
belakangan, korban membatalkannya hingga terdakwa sakit hati. Lalu 
pada saat terdakwa berada di depan Mall Ratu Indah Makassar 
sebagaimana disebutkan di atas, terdakwa yang pada saat pacaran 
dengan korban Seniwati sempat meminta korban untuk difoto 
telanjang dengan alasan untuk koleksi pribadi. Namun, karena sakit 
hati terdakwa melalui media sosial facebook miliknya dengan nama 
profil TIPE X dan ARAS RASTAFANIA 
BERDARAHMERAHKUNINGHIJAU lalu mengunggah/ mengupload/ 
menshare 2 (dua) buah foto telanjang korban tersebut ke dalam foto 
profilnya yakni foto telanjang korban dengan buah dada dan kemaluan 
korban kelihatan dan yang kedua foto kemaluan korban. Sehingga, 
akibat perbuatan terdakwa seluruh teman-teman dalam pertemanan di 
facebook mengetahui dan melihat foto tersebut. Adapun foto-foto 
tersebut terdakwa upload mulai tanggal 20 September 2014 sampai 
dengan tanggal 17 Oktober 2014. Namun, setiap terdakwa 
mengupload foto apabila diblokir maka terdakwa kembali 
menguploadnya. Bahwa akibat perbuatan tersebut. Korban maupun 
keluarganya merasa malu dan juga akibat kejadian tersebut korban 
telah dikeluarkan dari kampusnya dan tidak dapat lagi melanjutkan 
kuliahnya. 
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2. Dakwaan Penuntut Umum 
Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan 
Alternatif, telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai 
berikut: 
PERTAMA  
Terdakwa Aras Alias Andrew Alias Tipe X, pada hari sabtu tanggal 20 
september 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam 
bulan september 2014, bertempat di jalan Dr. ratulangi Makassar 
tepatnya di Depan Mall Ratu Indah Makassar atau setidak-tidaknya 
pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Makassar, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang 
melanggar kesusilaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara 
sebagai berikut: 
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, 
berawal, pada saat terdakwa dan korban menjalani hubungan 
pacaran dan pada saat itu terdakwa melamar korban Seniwati 
dan diiyakan hingga kemudian terdakwa juga sudah 
memberitahu orang tuanya. Namun belakangan, korban 
membatalkannya hingga terdakwa sakit hati. Lalu pada saat 
terdakwa berada di depan Mall Ratu Indah Makassar, terdakwa 
yang pada saat pacaran dengan korban Seniwati sempat 
meminta korban untuk difoto telanjang dengan alasan untuk 
koleksi pribadi. Namun, karena sakit hati terdakwa melalui 
media sosial miliknya dengan nama profil TIPE X dan ARAS 
RASTAFANIA BERDARAHMERAHKUNINGHIJAU lalu 
mengunggah/ mengupload/ menshare/ 2 (dua) buah foto 
telanjang korban tersebut ke dalam foto profilnya yakni foto 
telanjang korban dengan buah dada dan kemaluan saksi 
korban kelihatan dan yang kedua foto kemaluan korban. 
Sehingga, akibat perbuatan terdakwa seluruh teman-teman 
dalam pertemanan di facebook mengetahui dan melihat foto 
tersebut. Adapun foto-foto tersebut terdakwa upload mulai 
tanggal 20 September 2014 sampai dengan tanggal 17 Oktober 
2014. Namun, setiap terdakwa mengupload foto apabila diblokir 
maka terdakwa kembali menguploadnya. Bahwa akibat 
perbuatan tersebut. Korban maupun keluarganya merasa malu 
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dan juga akibat kejadian tersebut korban telah dikeluarkan dari 
kampusnya dan tidak dapat lagi melanjutkan kuliahnya. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE 
jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
ITE. 
ATAU 
KEDUA 
Terdakwa Aras Alias Andrew Alias Tipe X, pada hari sabtu tanggal 20 
september 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam 
bulan september 2014, bertempat di jalan Dr. ratulangi Makassar 
tepatnya di Depan Mall Ratu Indah Makassar atau setidak-tidaknya 
pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Makassar, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan atau 
menyiarkan pornografi, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara 
sebagai berikut: 
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, 
berawal pada saat terdakwa dan korban menjalani hubungan 
pacaran dan pada saat itu terdakwa melamar korban Seniwati 
dan diiyakan hingga kemudian terdakwa juga sudah 
memberitahu orang tuanya. Namun belakangan, korban 
membatalkannya hingga terdakwa sakit hati. Lalu pada saat 
terdakwa berada di depan Mall Ratu Indah Makassar, terdakwa 
yang pada saat pacaran dengan korban Seniwati sempat 
meminta korban untuk difoto telanjang dengan alasan untuk 
koleksi pribadi. Namun, karena sakit hati terdakwa melalui  
akun media sosial miliknya dengan nama profil TIPE X dan 
ARAS RASTAFANIA BERDARAHMERAHKUNINGHIJAU lalu 
mengunggah/ mengupload/ menshare/ 2 (dua) buah foto 
telanjang korban tersebut ke dalam foto profilnya yakni foto 
telanjang korban dengan buah dada dan kemaluan korban 
kelihatan dan yang kedua foto kemaluan korban. Sehingga, 
akibat perbuatan terdakwa seluruh teman-teman dalam 
pertemanan di facebook mengetahui dan melihat foto tersebut. 
Adapun foto-foto tersebut terdakwa upload mulai tanggal 20 
September 2014 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2014. 
Namun, setiap terdakwa mengupload foto apabila diblokir maka 
terdakwa kembali menguploadnya. Bahwa akibat perbuatan 
tersebut. korban maupun keluarganya merasa malu dan juga 
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akibat kejadian tersebut korban telah dikeluarkan dari 
kampusnya dan tidak dapat lagi melanjutkan kuliahnya. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 
 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
Penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Ketua 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan 
mengadili perkara ini memutuskan: 
1) Menyatakan terdakwa Aras Alias Andrew Alias Tipe X terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa 
hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar 
kesusilaan” sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) UU RI 
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik. 
2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aras Alias Andrew Alias 
Tipe X oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) 
Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan. Denda sebesar Rp. 
100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan 
kurungan. 
3) Menyatakan barang bukti berupa:  
- 9 (sembilan) lembar print out facebook Tipe X tertanggal 30 
September 2014 
- 13 (tiga belas) lembar print out facebook Tipe X tertanggal 17 
Oktober 2014 
- 12 (dua belas) lembar print out facebook Rastafania 
berdarahmerahkuninghijau tertanggal 19 Oktober 2014. 
Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara. 
- 1 (satu) buah handphone merek nokia tipe 2700 warna hitam 
dimana di dalamnya terdapat foto telanjang korban Seniwati 
Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan. 
4) Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 
2000,- (dua ribu rupiah) 
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4. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 
01/Pid.B/2015/PN.Mks 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada persidangan hari 
Rabu tanggal 12 Maret 2014 telah menjatuhkan putusan terhadap perkara 
a.n. Aras Alias Andrew Alias Tipe X, dengan amar putusan berbunyi 
sebagai berikut: 
MENGADILI 
- Menyatakan terdakwa Aras Alias Andrew Alias Tipe X telah 
terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan 
sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 
memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” ; 
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 
100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut 
tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 
(dua) bulan; 
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 
dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana 
yang dijatuhkan; 
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan; 
- Menyatakan barang bukti berupa: 9 (sembilan) lembar print out 
facebook Tipe X tertanggal 30 September 2014, 13 (tiga belas) 
lembar print out facebook Tipe X tertanggal 17 Oktober 2014, 
12 (dua belas) lembar print out facebook Rastafania 
berdarahmerahkuninghijau tertanggal 19 Oktober 2014 
dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara. 1 (satu) buah 
handphone merek nokia tipe 2700 warna hitam dimana di 
dalamnya terdapat foto telanjang korban Seniwati dinyatakan 
dirampas untuk dimusnahkan; 
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp 2.000,-- (dua ribu rupiah). 
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5. Analisis Hukum 
Di atas telah dijelaskan perbedaan hukum pidana materil dan 
hukum pidana formil. Dimana, hukum pidana materil adalah kumpulan 
aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-
syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang 
dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. 
Dari pengertian di atas, jelas bahwa orang yang dapat dipidana adalah 
orang yang dalam keadaan tertentu telah melakukan suatu perbuatan, 
yang mana perbuatan tersebut telah diatur oleh ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.  
Berhubungan dengan itu, untuk mencapai kebenaran materiil yaitu 
kebenaran yang selengkap-lengkapnya pada Putusan Perkara No. 
01/Pid.B/2015/PN.Mks, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, telah 
meneliti secara cermat dan seksama semua perbuatan, kejadian atau 
keadaan-keadaan yang berlangsung selama persidangan dimana fakta-
fakta yang digali dari alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi, 
keterangan terdakwa, alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen 
elektronik atau hasil cetaknya dan barang bukti, ternyata bersesuaian satu 
sama lainnya sehingga memperoleh keyakinan bahwa benar perbuatanya 
merupakan “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang 
melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 27 ayat (1) UU ITE jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE.   
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Sebelum menguraikan setiap unsur dari Pasal 27 ayat (1) UU ITE 
jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Terlebih dahulu penulis ingin mengomentari 
bagaimana hubungan dakwaan, tuntutan, dan putusan pengadilan dalam 
perkara ini secara garis besar. Dalam kasus ini penuntut umum 
menggunakan dakwaan Alternatif. Dakwaan pertama didakwa dengan 
Pasal 27 ayat (1) UU ITE jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE kemudian 
dialternatifkan dengan dakwaan kedua didakwa dengan Pasal 29 UU 
Pornografi. Dari dakwaan yang disusun, dapat dilihat kehati-hatian dari 
penuntut umum untuk menentukan Undang-undang mana yang pantas 
menjerat terdakwa apakah UU ITE ataukah UU Pornografi itu sendiri. 
Berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum, setelah 
dilakukannya proses pemeriksaan dipersidangan pengadilan berdasarkan 
keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti yang diperoleh dimuka 
peradilan. Penuntut umum kemudian sampailah pada keyakinan bahwa 
terdakwa terbukti secara sah meyakinkan melanggar UU ITE sebagamana 
yang telah diuraikan pada dakwaan pertama yaitu tindak pidana 
merupakan “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang 
melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 27 ayat (1) UU ITE jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang kemudian 
dituangkan dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum. 
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Terhadap dakwaan dari penuntut umum yang berbentuk Alternatif, 
tentu saja Majelis Hakim akan memilih dakwaan Pertama atau dakwaan 
Kedua dalam memutus perkara ini.  
Berkaitan dengan itu, pada waktu penulis melakukan penelitian di 
Pengadilan Negeri Makassar, penulis melakukan wawancara langsung 
dengan hakim yang memutus perkara ini, yaitu Bapak Muhammad Ansyar 
Madjid, S.H., M.H., untuk memberikan pendapatnya tentang kasus yang 
penulis bahas. 
Adapun pendapat hakim Muhammad Ansyar Madjid, S.H., M.H., 
tentang bagaimana hakim memutuskan pasal mana yang dilanggar dalam 
dakwaan Alternatif, yaitu: 
“Dalam memutus dakwaan alternative, hakim dalam memilih 
dakwaan itu didasarkan pada fakta-fakta yang relevan dari salah 
satu dakwaan alternative tersebut”. 
 
Berdasarkan keterangan di atas, jika dikaitkan dengan kasus yang 
penulis bahas, maka putusan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara No. 
01/Pid.B/2015/PN.Mks., yang memilih dakwaan pertama Pasal 27 ayat (1) 
UU ITE jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE, itu karena hakim memandang bahwa 
dakwaan pertamalah yang paling relevan dengan fakta-fakta yang 
terungkap dipersidangan. 
Apabila dikaitkan dengan putusan Majelis Hakim dalam perkara 
Putusan Perkara No. 01/Pid.B/2015/PN.Mks., yang memilih dakwaan 
pertama Pasal 27 ayat (1) UU ITE jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang telah 
dibahas di atas maka unsur-unsur tindak pidana yang harus terpenuhi 
agar perbuatan itu dapat dihukum adalah sebagai berikut.  
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a. Unsur setiap orang; 
Kata “SETIAP ORANG” identik dengan kata “BARANGSIAPA” 
menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas 
perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai 
siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Kata 
“BARANGSIAPA” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 
Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2014, Halaman 208 dari 
MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 
1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANGSIAPA” 
atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau 
setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang 
dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. 
Unsur Setiap orang berarti siapa saja sebagai subyek hukum jika 
terdapat cukup bukti telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, 
terhadapnya tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf serta padanya 
terdapat kesalahan. Dalam perkara ini yang didakwa melakukan suatu 
tindak pidana yaitu terdakwa Aras Alias Andrew Alias Tipe X yang 
identitasnya sudah cukup jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan 
dibenarkan oleh saksi dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan 
sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan ke 
persidangan. Terdakwa juga menyatakan dirinya berada dalam keadaan 
sehat jamsani dan rohani sehinggga setiap perbuatannya dapat 
dipertanggungjawabkan. Maka, dengan demikian unsur “barang siapa” 
telah terpenuhi. 
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b. Unsur dengan sengaja dan  tanpa hak 
Doktrin mengenai bentuk gradasi kesengajaan yaitu sengaja 
dengan maksud, sengaja dengan kepastian dan sengaja dengan 
kemungkinan. Secara umum unsur dengan sengaja menurut doktrin di 
atas dapat diartikan sebagai tindakan sesorang yang melakukan suatu 
perbuatan dan menghendaki perbuatan itu serta menyadari dan mengerti 
akibatnya. Sedangkan unsur tanpa hak Dalam doktrin pengertian 
melawan hukum sendiri bermacam-macam. Ada mengartikan sebagai 
“tanpa hak sendiri” (Zonder wigwn recht), “bertentangan dengan hak 
orang lain (tegen eens anders recht)”, “bertentangan dengan hukum 
objektif” (tegen het objectieve recht). 
Penjelasan DPR RI angka 9 halaman 81 dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 menyatakan: 
“...bahwa unsur “tanpa hak” dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik merupakan perumusan unsur sifat melawan 
hukum (wederrechttelijk sebagai unsur konstitutif dari suatu tindak 
pidana yang lebih spesifik). Pengertian melawan hukum pidana 
dapat diartikan bertentangan dengan hukum; bertentangan dengan 
hak atau tanpa kewenangan atau tanpa hak. Perumusan unsur 
melawan hukum dalam hal ini “tanpa hak” dimaksudkan untuk 
menghindarkan orang yang melakukan perbuatan mendistribusikan 
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki 
muatan melanggar kesusialaan. 
 
Jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di 
persidangan dalam kasus yang penulis bahas, maka unsur ini dapat dilihat 
dari adannya perbuatan terdakwa Aras Alias Andrew Alias Tipe X yang 
mengupload foto telanjang dan foto kemaluan korban Seniwati di dinding 
facebook milik terdakwa dengan nama akun Aras Alias Andrew Alias Tipe 
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X tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin korban. Maka, dengan demikian 
unsur “dengan sengaja dan tanpa hak  telah terpenuhi”. 
c. Unsur “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau 
dokumen elektronik  
UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat 
diakses”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kata-kata 
tersebut adalah : Mendistribusikan: a) menyalurkan (membagikan, 
menngirimkan), b) menyalurkan atau membagikan. Sedangkan 
Mentransmisikan: mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang 
(benda) kepada orang lain (benda lain). Dapat diaksesnya (akses): jalan 
masuk, dapat digunakan sebagai jalan masuk. 
Kemudian menurut pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 2/PUU-VII/2009 halaman 89 menjelaskan sebagai berikut : 
Mendistribusikan yaitu menyebarluaskan melalui sarana/media 
elektronik ditujukan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki. 
Mentransmisikan yaitu memasukkan informasi ke dalam jaringan 
media elektronik yang bisa diakses publik oleh siapa saja yang 
tidak dibatasi oleh tempat dan waktu (kapan saja dan dimana saja). 
Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem 
Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Informasi 
Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk 
tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, 
foto, electronic data intercharge (EDI). surat elektronik (electronic 
mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, 
angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang 
memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 
memahaminya. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi 
Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau 
disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, 
atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar 
melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak 
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terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau 
sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi 
yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang 
yang mampu memahaminya. 
 
Berkaitan dengan penjelasan unsur-unsur di atas jika dikaitkan 
dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan 
saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terungkap bahwa 
terdakwa Aras Alias Andrew Alias Tipe X  telah melakukan perbuatan  
mengunggah/mengupload sebuah foto di dinding facebook miliknya yang 
bernama Aras alias Tipe X dan juga memberikan komentar seperti “kocok 
mas”, “Sita Seniwati keponakannya saleh. Tindakan terdakwa yang 
mengunggah/mengupload sebuah foto jelas termasuk dalam kategori 
mendistribusikan dan atau mentransmisikan sebuah infomasi elektronik 
dalam hal ini foto telanjang korban, karena informasi tersebut dapat 
diakses oleh setiap orang, dimanapun serta kapanpun. Selanjutnya akibat 
tindakan terdakwa tersebut semua pertemanan terdakwa di media sosial 
facebook dapat melihat dan menerima foto tersebut ataupun dapat 
mengakses foto tersebut. Dengan demikian unsur ini menurut penulis 
telah terpenuhi. 
d. Unsur memiliki muatan yang melangar kesusilaan 
Unsur terakhir adalah “memiliki muatan yang melanggar 
kesusilaan”. Pemahaman mengenai apa yang yang dimaksud kesusilaan 
telah dipaparkan penulis di bab sebelumnya. Yakni Dalam beberapa 
literatur yang membahas tentang tindak pidana terhadap kesusilaan. 
Selain menggunakan istilah kesusilaan juga ditemui penggunaan istilah 
tindak pidana terhadap kesopanan yang berarti sama dengan istilah 
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kesusilaan itu sendiri. Dimana, kesopanan atau kesusilaan itu berarti 
perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya 
bersetubuh, merabah buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan 
wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencuim dan 
lain sebagainya.51 
Berkaitan dengan penjelasan unsur-unsur di atas jika dikaitkan 
dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan 
saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terungkap bahwa 
terdakwa Aras Alias Andrew Alias Tipe X  telah melakukan perbuatan  
mengunggah/mengapload sebuah foto. Dimana foto yang diunggah 
adalah foto telanjang korban dengan kelihatan buah dada dan foto 
kemaluan korban di dinding facebook miliknya yang bernama Aras alias 
Tipe X dan juga memberikan komentar seperti “kocok mas”, “Sita Seniwati 
keponakannya saleh. Dasar Pelacur. Unsur “memiliki muatan yang 
melanggar kesusilaan” jelas terlihat pada foto yang diunggah/diupload 
terdakwa sehingga menurut penulis perbuatan terdakwa telah memenuhi 
unsur “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat 
dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik Unsur 
memiliki muatan yang melangar kesusilaan”. 
Berdasarkan uraian setiap unsur-unsur tindak pidana di atas, maka 
penulis berpendapat bahwa penerapan ketentuan pidana dalam perkara 
ini yakni Pasal 27 ayat (1) UU ITE jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE adalah 
Tepat. 
                                                          
51R. Soesilo, Op.Cit., hlm., 204. 
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Selanjutnya, untuk menjatuhkan pemidanaan terhadap seseorang 
tidaklah cukup hanya dengan terpenuhinya setiap unsur dalam tindak 
pidana yang di dakwakan kepadanya. Melainkan ada hal-hal lain yang 
harus terpenuhi, yakni unsur pertanggungjawaban pidana terkait dengan 
cakap (mampu) tidaknya terdakwa untuk mempertanggungjawabkan 
perbuatannya, tidak ada alasan pemaaf yang menghapus 
pertanggungjawaban pidana si pembuat sekaligus tidak adanya alasan 
pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan si 
pembuat. 
Terdakwa Aras Alias Andrew Alias Tipe X  di dalam proses 
persidangan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda keadaan dan 
kemampuan jiwa yang abnormal. Majelis Hakim sebelum menjatuhkan 
pidana juga meninjau apakah perbuatan terdakwa dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya, berkaitan dengan ada tidaknya 
alasan pengahapusan pidana, dimana dalam kasus ini Majelis Hakim tidak 
melihat adanya alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun 
alasan pemaaf dalam perbuatan terdakwa sehingga perbuatan terdakwa 
dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. 
 
 
 
 
 
 
B. Pertimbangan Hukum Hakim tentang Alasan-alasan Pemberat 
dan Peringanan Pidana dalam Putusan No. 01/Pid.B/ 2015/ 
PN.Mks 
1. Pertimbangan Hakim 
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Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada perkara 
tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang 
melanggar kesusilaan” dalam putusan Nomor 01/ Pid. B/ 2015/ PN. 
Makassar didasarkan atas beberapa pertimbangan termasuk alasan-
alasan pemberat dan peringanan pidana. Penulis akan memaparkan 
pertimbangan hukum hakim secara menyeluruh.  
Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, 
keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang 
dapat dipidana, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Dalam 
amar putusan hakim menyebutkan dan menjatuhkan sanksi berupa: 
- Menyatakan terdakwa Aras Alias Andrew Alias Tipe X telah 
terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja 
dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan 
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang 
melanggar kesusilaan” ; 
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara salama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 
100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut 
tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 
(dua) bulan; 
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 
dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan; 
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan; 
- Menyatakan barang bukti berupa: 9 (sembilan) lembar print out 
facebook Tipe X tertanggal 30 September 2014, 13 (tiga belas) 
lembar print out facebook Tipe X tertanggal 17 Oktober 2014, 12 
(dua belas) lembar print out facebook rastafania 
berdarahmerahkuninghijau tertanggal 19 Oktober 2014 
dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara. 1 (satu) buah 
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handphone merek nokia tipe 2700 warna hitam dimana di 
dalamnya terdapat foto telanjang korban Seniwati dinyatakan 
dirampas untuk dimusnahkan; 
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp 2.000,-- (dua ribu rupiah). 
 
Hal-hal yang mejadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap perkara tersebut adalah: 
- Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan 
telah didakwa oleh penuntut umum melakukan kejahatan 
sebagaimana dalam dakwaan Pasal 27 ayat (1) UU ITE jo Pasal 
45 ayat (1) UU ITE; 
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 
beberapa saksi terdiri dari 1. Seniwati Alias Seni dan 2. Ahmad 
Sukri telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai 
dengan apa yang diberikan kepada penyidik dan keterangan 
telah termuat dalam berita acara persidangan dimana 
keterangan pada pokoknya telah mendukung dakwaan penuntut 
umum dan memberatkan perbuatan terdakwa; 
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan 
diperlihatkan barang bukti dan barang bukti tersebut telah 
dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh terdakwa sebagai 
barang yang telah dibuat pada saat terdakwa melakukan 
kejahatannya; 
- Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan 
keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya 
dan keterangan tersebut telah termuat dalam berita acara 
persidangan ini; 
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka 
didapatlah fakta-fakta di persidangan, dimana keterangan para 
saksi yang didengar di bawah sumpah antara satu dengan yang 
lainnya saling berkaitan dan berhubungan dengan keterangan 
terdakwa serta dengan diajukan barang bukti di persidangan 
maka unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan jaksa 
penuntut umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa; 
- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam 
rumusan delik telah terpenuhi semua oleh perbuatan terdakwa 
maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum 
dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa yang telah 
68 
melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum; 
- Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya maka Majelis Hakim akan 
mempertimbangkannya sebagai berikut; 
- Menimbang, Bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan 
penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan 
pemaaf dalam perbuatan terdakwa tersebut sehingga perbuatan 
terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya; 
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa 
telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan 
kepadanya karenanya harus dihukum pula untuk membayar 
ongkos perkara; 
- Menimbang, bahwa oleh Karena terdakwa ditahan, penahanan 
terdakwa tetap dilanjutkan agar terdakwa tidak menghindarkan 
diri dari pelaksanaan hukuman yang akan dijatuhkan; 
- Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan 
seluruhnya haruslah dikurangi dari hukuman yang akan 
dijatuhkan kepada terdakwa; 
- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan 
haruslah dirampas untuk dimusnakan; 
- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap 
terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu 
mempertimbangkan hal-hal yang ada pada diri terdakwa baik 
hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan 
terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat 
mencapai rasa keadilan; 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut merugikan nama 
baik orang lain. 
Hal-hal yang meringankan: 
- Terdakwa sopan di persidangan, tidak menyulitkan 
persidangan dan mengakui perbuatannya. 
- Terdakwa belum pernah dihukum. 
2. Analisis Hukum 
Sudah menjadi ketentuan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana 
itu sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah ditambah 
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dengan keyakinan hakim, dengan demikian antara alat bukti dan 
keyakinan hakim diharuskan adanya hubungan kausa (sebab-akibat). Hal 
ini dipertegas dalam Pasal 183 KUHAP52 yang berbunyi: 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. 
 
Berdasarkan keterangan di atas jelas bahwa untuk menjatuhkan 
hukuman kepada seseorang setidaknya ada dua hal yang harus 
terpenuhi, yaitu (1) sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah dan 
(2) keyakinan hakim akan bersalahnya seseorang tersebut.  
Berbicara mengenai alat bukti tentu saja tidak akan terlepas dari 
penjelasan yang diberikan oleh KUHAP. Dimana, menurut Pasal 184 ayat 
(1) KUHAP53 alat bukti yang diakui adalah: 
a. Keterangan saksi;  
b. Keterangan ahli;  
c. Surat;  
d. Petunjuk;  
e. Keterangan terdakwa.  
 
Rumusan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan putusan 
Pengadilan Negeri Makassar putusan Nomor 01/ Pid. B/ 2015/ PN. 
Makassar, yang dijadikan pertimbangan yuridis oleh hakim adalah semua 
fakta yang terungkap dipersidangan. Fakta yang dimaksud adalah dalam 
bentuk alat-alat bukti seperti yang dikehendaki secara limitatif oleh Pasal 
184 KUHAP. Dalam persidangan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa 
                                                          
52 KUHAP, Pustaka Yustisia: Yogyakarta, hlm.,78. 
53 Ibit., hlm., 79. 
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Penuntut Umum adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta 
barang bukti. Adapun alat bukti yang didapatkan dalam perkara ini, yaitu: 
a. Keterangan Saksi 
1. Saksi Seniwati Alias Seni 
- Bahwa benar saksi sebelumnya kenal sejak bulan Juni 2013 
dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. Saksi 
kenal karena sama-sama berasal dari Kecamatan Tobadak 
Kabupaten Mamuju Tengah Sulawesi Barat dan dengannya 
pula sama-sama kenal sejak masih duduk dibangku SMA 
negeri Tobadak dan pernah pacaran dengan terdakwa selama 
kurang lebih setahun namun dengannya tidak memiliki 
hubungan keluarga maupun pekerjaan. 
- Bahwa terdakwa mengunggah/mengupload foto telanjang 
saksi ke dalam akun facebook miliknya yang bernama Tipe-X 
pada hari sabtu tanggal 20 September 2014 di depan Mall 
Ratu Indah Makassar. 
- Bahwa yang melaporkan kejadian penyebar foto telanjang 
saksi dijejaring sosial adalah om saksi sendiri yakni Ahmad 
Sukri. 
- Bahwa perkenalan saksi dengan terdakwa berawal melalui 
media sosial facebook hingga pada bulan juni 2013 saksi 
akrab hingga akhirnya menjalin hubungan pacaran sampai 
dengan bulan Agustus 2014. 
- Bahwa benar akun faceook milik terdakwa adalah Aras Alias 
Andrew Alias Tipe-X BernamaTipe-X Namun sebelum dirubah 
menjadi Tipe-X pernah sebelumnya bernama Aras Corbuzer. 
- Bahwa foto telanjang  saksi yang disebarkan terdakwa melalui 
media sosial Facebook adalah yang pertama foto tanpa 
menggunakan busana dimana kelihatan buah dada saksi dan 
juga kemaluan saksi dan foto yang kedua foto kemaluan saja. 
- Bahwa terdakwa menyebarluaskan foto telanjang saksi 
dengan menggunakan akun facebook yang bernama Tipe-X 
yang awalnya beranama Aras Corbuzer tanpa sepengetahuan 
dan tanpa seizin saksi. 
- Bahwa barang berupa 9 (Sembilan) lembar print out Facebook 
tertanggal 30 september 2014 adalah print out facebook  Tipe-
X itulah print out facebook Aras atas Upload/unggahan foto 
telanjang saksi dengan menggunakan akun miliknya yang di 
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print out sendiri oleh om saksi Ahmad Sukri dan selanjutnya 
melaporkan ke pihak kepolisian. 
- Bahwa adapun yang meyakinkan saksi bahwa foto tersebut 
adalah foto saksi adalah karena ketika masih pacaran sempat 
terdakwa meminta foto saksi dalam keadaan telanjang untuk 
koleksi pribadinya menggunakan HP Nokia Tipe 2700 warna 
hitam miliknya. 
- Bahwa karena terdakwa telah mengunggah foto telanjang 
saksi ke dalam profil facebook terdakwa yang bernama Tipe-X 
maka foto tersebut tersebar dan diketahui oleh umum karena 
foto tersebut akan dilihat dan diketahui pula oleh semua 
teman-teman dalam pertemanan facebooknya dan beberapa 
diantaranya sempat mengomentari foto saksi dalam 
pertemanan facebooknya. 
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa malu 
juga pihak keluarga merasa malu akibat aib tersebut 
kemudian saksi saat ini sudah dikeluarkan dari kampus dan 
tidak bisa mengikuti lagi perkuliahan. 
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dan dapat 
mempertanggung jawabkannya. 
 
2. Saksi Ahmad Sukri 
- Bahwa benar saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa 
karena pernah menjalin hubungan pacaran dengan ponakan 
saksi Siti Seniwati dan tidak ada hubungan keluarga. 
- Bahwa saat saksi diperiksa saudara Aras alias Andrew alias 
Tipe X sudah tidak pacaran lagi dengan ponakan saksi Siti 
Seniwati. 
- Bahwa yang dilaporkan saksi adalah terdakwa Aras alias 
Andrew alias Tipe X karena menyebarkan foto telanjang 
ponakan saksi kemedia sosial facebook miliknya. 
- Bahwa terdakwa mengunggah/mengupload foto telanjang 
saksi ke dalam akun facebook miliknya yang bernama Tipe-X 
pada hari sabtu tanggal 20 September 2014 di depan Mall 
Ratu Indah Makassar. 
- Bahwa sepengetahuan saksi perkenalan saksi korban dengan 
terdakwa berawal melalui media sosial facebook hingga pada 
bulan juni 2013 saksi korban akrab hingga akhirnya menjalin 
hubungan pacaran sampai dengan bulan Agustus 2014. 
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- Bahwa benar akun faceook milik terdakwa adalah Aras Alias 
Andrew Alias Tipe-X Namun sebelum dirubah menjadi Tipe-X 
pernah sebelumnya bernama Aras Corbuzer. 
- Bahwa foto telanjang  ponakan saksi yang disebarkan 
terdakwa melalui media sosial Facebook adalah yang pertama 
foto tanpa menggunakan busana dimana kelihatan buah dada 
saksi dan juga kemaluan saksi korban dan foto yang kedua 
foto kemaluan saksi korban saja. 
- Bahwa terdakwa menyebarluaskan foto telanjang saksi 
dengan menggunakan akun facebook yang bernama Tipe-X 
yang awalnya beranama Aras Corbuzer. 
- Bahwa barang berupa 9 (Sembilan) lembar print out Facebook 
tertanggal 30 september 2014 adalah print out facebook  Tipe-
X itulah print out facebook Aras atas Upload/unggahan foto 
telanjang saksi dengan menggunakan akun miliknya yang di 
print out sendiri oleh saksi dan selanjutnya melaporkan ke 
pihak kepolisian. 
- Bahwa karena terdakwa telah mengunggah foto telanjang 
saksi korban ke dalam profil facebook terdakwa yang bernama 
Tipe-X maka foto tersebut tersebar dan diketahui oleh umum 
karena foto tersebut akan dilihat dan diketahui pula oleh 
semua teman-teman dalam pertemanan facebooknya dan 
beberapa diantaranya sempat mengomentari foto saksi 
korban dalam pertemanan facebooknya. 
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa malu 
juga pihak keluarganya merasa malu akibat aib tersebut dan 
saksi korban saat ini sudah dikeluarkan dari kampus dan tidak 
bisa lagi mengikuti perkuliahan. 
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dan dapat 
mempertanggung jawabkannya. 
 
  
b. Keterangan Terdakwa 
Adapun keterangan terdakwa Aras Alias Andrew Alias Tipe-X yang 
pada pokonya sebagai berikut: 
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya kenal sejak bulan Juni 2013 
dengan korban dan tidak ada hubungan keluarga. Terdakwa 
kenal karena sama-sama berasal dari Kecamatan Tobadak 
Kabupaten Mamuju Tengah Sulawesi Barat dan dengannya pula 
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sama-sama kenal sejak masih duduk dibangku SMA negeri 
Tobadak dan pernah pacaran dengan terdakwa selama kurang 
lebih setahun. 
- Bahwa terdakwa mengunggah/mengupload foto telanjang saksi 
ke dalam akun facebook miliknya yang bernama Tipe-X pada 
hari sabtu tanggal 20 September di depan Mall Ratu Indah 
Makassar. 
- Bahwa yang melaporkan kejadian penyebar foto telanjang saksi 
dijejaring sosial adalah om saksi sendiri yakni Ahmad Sukri. 
- Bahwa perkenalan terdakwa dengan korban melalui media sosial 
facebook hingga pada bulan juni 2013 saksi akrab hingga 
akhirnya menjalin hubungan pacaran sampai dengan bulan 
Agustus 2014. 
- Bahwa benar akun facebook milik terdakwa adalah Aras Alias 
Andrew Alias Tipe-X BernamaTipe-X Namun sebelum dirubah 
menjadi Tipe-X pernah sebelumnya bernama Aras Corbuzer. 
- Bahwa foto telanjang korban yang disebarkan terdakwa melalui 
media sosial Facebook adalah yang pertama foto tanpa 
menggunakan busana dimana kelihatan buah dada saksi dan 
juga kemaluan saksi dan foto yang kedua foto kemaluan saja. 
Foto tersebut dibuat sendiri oleh korban di rumahnya dan 
mengirimkannya pada terdakwa melalui MMS dan maksud 
terdakwa meminta foto tersebut untuk koleksi pribadi saja. 
- Bahwa terdakwa menyebarluaskan foto telanjang saksi dengan 
menggunakan akun facebook yang bernama Tipe-X yang 
awalnya beranama Aras Corbuzer. 
- Bahwa adapun terdakwa mengunggah foto telanjang korban 
karena terdakwa sakit hati dimana awalnya terdakwa bermaksud 
melamar saksi korban kemudian diiyakan hingga terdakwa 
sudah menyampaikan kepada orang tua terdakwa namun 
belakangan dibatalkan oleh korban dan ternyata korban sudah 
punya pacar baru lagi akhirnya terdakwa emosi lalu 
mengunggah foto tersebut. 
- Bahwa setelah terdakwa memasang foto korban tersebut di 
dinding facebook, semua pertemanan dalam facebook dapat 
melihat foto tersebut dan beberapa ada yang mengomentari. 
- Bahwa barang berupa 9 (Sembilan) lembar print out Facebook 
tertanggal 30 september 2014 adalah print out facebook  Tipe-X 
itulah print out facebook Aras atas Upload/unggahan foto 
telanjang korban dengan menggunakan akun miliknya yang di 
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print out sendiri oleh om saksi Ahmad Sukri dan selanjutnya 
melaporkan ke pihak kepolisian. 
- Bahwa benar foto tersebut adalah foto korban seniwati karena 
ketika masih pacaran sempat terdakwa meminta foto saksi 
dalam keadaan telanjang untuk keleksi pribadinya menggunakan 
HP Nokia Tipe 2700 warna hitam korban. 
- Bahwa karena terdakwa telah mengunggah foto telanjang saksi 
ke dalam profil facebook terdakwa yang bernama Tipe-X maka 
foto tersebut tersebar dan diketahui oleh umum karena foto 
tersebut akan dilihat dan diketahui pula oleh semua temana-
teman dalam pertemanan facebooknya dan beberapa 
diantaranya sempat mengomentari foto saksi dalam pertemanan 
facebooknya. 
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya di BAP. 
 
c. Petunjuk 
Dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, 
telah terdapat petunjuk yang satu sama lainnya saling berhubungan yang 
juga merupakan bukti yang cukup tentang perbuatan terdakwa. 
d. Barang bukti 
Adapun barang bukti yang didapatkan dalam perkara ini, sebagai 
berikut: 
- 9 (sembilan) lembar print out facebook Tipe X tertanggal 30 
September 2014 
- 13 (tiga belas) lembar print out facebook tipe X tertanggal 17 
Oktober 2014 
- 12 (dua belas) lembar print out facebook Rastafania 
berdarahmerahkuninghijau tertanggal 19 Oktober 2014.  
- 1 (satu) buah handphone merek nokia tipe 2700 warna hitam 
dimana di dalamnya terdapat foto telanjang korban Seniwati 
Alat bukti dalam proses peradilan dalam putusan Pengadilan 
Negeri Makassar Nomor 01/ Pid. B/ 2015/ PN. Makassar, telah sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP 
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yang diuraikan sebelumnya, sehingga terungkap fakta-fakta hukum yang 
terbukti benarnya bahwa telah terjadi tindak pidana “Dengan sengaja dan 
tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat 
dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 
memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dalam 
Pasal 27 ayat (1) UU ITE jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Sehingga, terdakwa 
Aras Alias Andrew Alias Tipe X dapat dinyatakan terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pornografi dalam media 
elektronik. Majelis hakim dalam proses pemeriksaan di pengadilan juga 
tidak menemukan adanya alasan penghapus pidana baik itu alasan 
pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga menurut penulis sudah 
sepantasnya majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.  
   Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam 
setiap perkara selalu mempertimbangkan alasan-alasan pemberat dan 
peringanan pidana, tak terkecuali dalam perkara ini. Adapun alasan-
alasan pemberatan dan peringanan pidana yang dipertimbangkan Majelis 
Hakim dalam perkara ini adalah sebagai berikut.  Hal-hal yang 
memberatkan yakni akibat perbuatan terdakwa tersebut merugikan nama 
baik orang lain. Sedangkan hal-hal yang meringankan yakni (1) Terdakwa 
sopan di persidangan, tidak menyulitkan persidangan dan mengakui 
perbuatannya, (2) Terdakwa belum pernah dihukum.  
Sebelum penulis berpendapat mengenai pertimbangan hakim 
tentang alasan-alasan pemberat dan peringanan pidana dalam perkara 
ini. Penulis akan kembali memaparkan apa saja alasan-alasan pemberat 
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dan peringanan pidana yang diatur oleh Undang-undang. Undang-undang 
membedakan antara dasar-dasar pemberatan pidana umum dan dasar-
dasar pemberatan pidana khusus. Dasar pemberatan pidana umum 
adalah dasar pemberatan yang berlaku untuk segala macam tindak 
pidana, baik tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana maupun tindak 
pidana yang diatur diluar KUHPidana. Dasar pemberatan pidana khusus 
adalah dirumuskan dan berlaku pada tingkat pidana tertentu saja dan 
tidak berlaku pada tindak pidana yang lain. Dasar pemberatan pidana 
umum, yaitu (1) Dasar pemberatan karena jabatan, (2) Dasar pemberatan 
pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dan (3) Dasar 
pemberatan pidana karena pengulangan (recidive). Untuk dasar 
pemberatan pidana khusus maksudnya ialah pada si pembuat dapat 
dipidana melampaui atau di atas ancaman maksimum pada tindak pidana 
yang bersangkutan, hal sebab diperberatnya dicantumkan secara tegas 
mengenai tindak pidana tertentu tersebut. Disebut dasar pemberatan 
pidana khusus karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu saja dan 
tidak berlaku pada tindak pidana lain. Bentuk-bentuk tindak pidana yang 
diperberat tersebut antara lain yang dimuat dalam Pasal 363, Pasal 365, 
Pasal 374, Pasal 375 KUHPidana dan lain sebagainya. Sedangakan, 
dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana terhadap si 
pembuat dalam undang-undang terbagi atas dua (2), yaitu dasar-dasar 
diperingannya pidana umum dan dasar-dasar diperingannya pidana 
khusus. Dasar umum berlaku untuk tindak pidana umum, sedangkan 
dasar khusus berlaku hanya untuk tindak pidana khusus. Dasar 
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diperingannya pidana khusus yaitu (1) Menurut Undang-undang Nomor 11 
Tahun 2012 karena pelakunya adalah anak dan (2) Perihal percobaan 
kejahatan dan pembantuan kejahatan. Untuk dasar peringanan pidana 
umum, dasar peringanan ini tersebar dalam Pasal-pasal KUHPidana. 
Contohnya tindak pidana pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 
KUHPidana, yang unsur diperingannya adalah karena benda yang 
menjadi objek pencurian itu mempunyai nilai/harga yang kurang dari 250 
rupiah.  
Selain pertimbangan yuridis mengenai alasan-alasan pemberat dan 
peringanan pidana, juga ada pertimbangan hakim yang sifatnya 
sosiologis. Hal ini tercantum dalam Pasal 58 Naskah Rancangan 
KUHPidana baru hasil penyempurnaan tim intern Kementrian Kehakiman, 
antara lain adalah Kesalahan pembuat tindak pidana, Motif dan tujuan 
melakukan tindak pidana, Cara melakukan tindak pidana, Sikap batin si 
pembuat tindak pidana, Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi 
pembuat tindak pidana, Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan 
tindak pidana, Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak 
pidana, Pendangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, 
Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan 
Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana. 
Melihat pertimbangan hakim mengenai alasan-alasan pemberat 
dan peringanan pidana dalam perkara ini jika dikaitkan dengan alasan-
alasan pemberat dan peringanan pidana yang telah diatur oleh undang-
undang maka menurut penulis terhadap perkara putusan Nomor 01/ Pid. 
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B/ 2015/ PN.Makassar. hakim sebelum menjatuhkan putusan telah 
mempertimbangkan aspek yuridis maupun aspek sosiologis dan 
psikologis dalam pertimbangannya. Dimana untuk aspek yuridis baik 
alasan pemberat maupun alasan peringanan pidana dalam perkara ini 
jelas tidak ada. Sedangkan, pertimbangan sosiologis hakim dapat dilihat 
dari adanya pertimbangan yang memberatkan yakni akibat perbuatan 
terdakwa tersebut merugikan nama baik orang lain dan adanya 
pertimbangan yang meringankan yakni (1) Terdakwa sopan di 
persidangan, tidak menyulitkan persidangan dan mengakui perbuatannya, 
(2) Terdakwa belum pernah dihukum.   
Selanjutnya mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan hakim. Hakim 
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 
(tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) 
dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana 
kurungan selama 2 (dua) bulan. Pidana penjara yang dijatuhkan hakim 
adalah seperdua dari ancaman maksimum pidana dalam Pasal 27 ayat (1) 
UU ITE jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yakni pidana penjara paling lama 6 
tahun. Ancaman pidana tersebut lebih ringan jika dibandingkan dengan 
ancaman pidana dalam UU Pornografi pada dakwaan kedua yakni paling 
singkat 6 bulan dan paling lama 12 Tahun Penjara. Penulis berpendapat 
bahwa hukuman yang diberikan hakim kepada terdakwa tergolong ringan. 
Mengingat kerugian terhadap korban sangat besar. Tidak hanya 
merugikan nama baik korban tetapi juga membuat korban tidak lagi dapat 
melanjutkan kuliahnya yang boleh jadi mempengaruhi masa depan 
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korban. Terlebih lagi kejahatan-kejahatan melalui media elektronik sangat 
mudah dilakukan maka perkembangan kejahatan melalui sms, internet 
dan media elektronik lainnya sangat pesat dan sudah sering dialami oleh 
masyarakat. Oleh karena itu hukuman yang haruslah memberikan efek 
jera dan dapat dijadikan pelajaran bagi masyarakat agar tidak 
mamanfaatkan media elektronik untuk hal-hal yang sifatnya negatif 
apalagi merugikan orang lain.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan  Putusan  dalam  perkara  Nomor 01/ Pid.B/ 2015/ PN. 
Mks., penulis berkesimpulan bahwa putusan hukum pidana materil dalam 
kasus ini adalah benar karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana ITE yang merupakan kasus pornografi. Pasal 
yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 27 ayat (1) UU ITE jo 
Pasal 45 ayat (1) UU ITE telah terpenuhi semua unsur-unsurnya 
didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan 
saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Majelis Hakim juga 
tidak melihat adanya alasan penghapus pidana baik alasan pembenar 
maupun alasan pemaaf dalam perbuatan terdakwa sehingga perbuatan 
terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. 
Majelis hakim dalam perkara ini telah mempertimbangkan aspek 
yuridis maupun aspek sosiologis dalam pertimbangannya. Dalam 
pertimbangannya terdapat hal-hal yang memberatkan yakni akibat 
perbuatan terdakwa tersebut merugikan nama baik orang lain dan adanya 
pertimbangan yang meringankan yakni (1) Terdakwa sopan 
dipersidangan, tidak menyulitkan persidangan dan mengakui 
perbuatannya, (2) Terdakwa belum pernah dihukum. Hakim menjatuhkan 
pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 
dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila 
denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 
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selama 2 (dua) bulan. Pidana penjara yang dijatuhkan hakim adalah 
seperdua dari ancaman maksimum pidana dalam pasal 27 ayat (1) UU 
ITE jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yakni pidana penjara paling lama 6 tahun. 
Penulis berpendapat bahwa hukuman yang diberikan hakim kepada 
terdakwa tergolong ringan mengingat kerugian terhadap korban sangat 
besar. 
 
B. Saran 
Dari hasil kesimpulan di atas maka ada beberapa saran yang 
penulis kemukakan sebagai berikut : 
1. Tindak pidana pornografi dalam media elektronik merupakan 
salah satu tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. 
karena modus kejahatan melalui media elektronik sangat mudah 
dilakukan dan telah terjadi peningkatan dari tahun ke tahun maka 
hukumannya seyogianya diperberat untuk memberikan efek jera 
pada pelakunya. 
2. Mengingat bahwa kejahatan pornografi telah berkembang dengan 
modus kejahatan yang lebih modern dan menjadi tindak pidana 
yang meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan 
kepada seluruh aparat penegak hukum terutama hakim, agar 
melakukan penindakan secara tegas terhadap setiap pelaku, 
karena beratnya sanksi akan memberikan pengaruh besar 
terhadap pemberian efek jera dan daya cegah sebagai upaya 
pencegahan tindak pidana dalam masyarakat. 
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